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MOTTO 

رُوا  رُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يُ غيَ ِّ بأِنَفُسِهِمْ  مَاإِنَّ ٱللَّهَ لََ يُ غيَ ِّ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Ar-Ra’du 13:11)
1

“Menjadi Hebat Saja Tidak Cukup Jadilah Hebat Yang Bermanfaat” 

1
Kementerian Republik Indonesia, Al-Qu’an dan Terjemahan, (Semarang:Toha Putra, 

1989), 11. 
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ABSTRAK  

Dwi Oktavia, Nadia Azalia Putri, 2024: Pengaruh Pengangguran, Ketimpangan 

Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi 

Bali Tahun 2010-2023 

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

Kemiskinan merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi perhatian serius 

di berbagai daerah, termasuk Provinsi Bali. Meskipun Bali dikenal sebagai 

destinasi wisata internasional dengan pendapatan daerah yang signifikan, 

fenomena kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. Penelitian ini, dengan fokus 

pada determinasi kemiskinan, berupaya untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan 

dan program yang telah dilaksanakan di bawah kerangka hukum yang diatur oleh 

UU No. 13 Tahun 2011. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor 

utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Bali selama periode tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1)Apakah Indeks 

pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali 

tahun 2010-2023?. 2) Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Provinsi Bali tahun 2010-2023?. 3)Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?. 4)Apakah Indeks 

pembangunan manusia (IPM), pengangguran, dan ketimpangan pendapatan 

berpengaruh  terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, 

ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 14 

tahun dari tahun 2010 hingga 2023. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan data cross section 9 

kabupaten/kota dan time series 14 tahun. Dalam regresi data panel menggunakan 

pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Variabel dependen penelitian ini adalah 

kemiskian, sedangkan variabel independen adalah pengangguran, ketimpangan 

pendapatan, dan indeks pembangunan manusia (IPM).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengangguran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali, 

ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali. Secara simultan pengangguran, ketimpangan 

pendapatan, dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya pengangguran mendorong 

kemiskinan di Provinsi Bali, tingginya angka pengangguran akan menyebabkan 

peningkatan jumlah kemiskinan. Peningkatan nilai IPM dapat menurunkan jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Bali, ketika masyarakat memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas maka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. 

Sementara itu, penurunan jumlah ketimpangan pendapatan tidak dapat mendorong 

peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali, karena kemiskinan dapat 

teratasi tanpa mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di 

masyarakat.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemiskinan merupakan salah satu isu sosial yang masih menjadi 

perhatian serius di berbagai daerah, termasuk Provinsi Bali. Meskipun Bali 

dikenal sebagai destinasi wisata internasional dengan pendapatan daerah yang 

signifikan, fenomena kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Bali mengalami 

fluktuasi selama periode 2010-2023, dengan beberapa wilayah menunjukkan 

peningkatan yang signifikan.
2
 Faktor-faktor seperti keterbatasan akses 

terhadap pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan kurangnya lapangan 

pekerjaan menjadi beberapa penyebab utama yang memperparah kondisi 

kemiskinan di daerah ini.
3
 

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin merupakan landasan yuridis yang sangat relevan dengan 

penelitian tentang determinasi kemiskinan di Provinsi Bali selama periode 

2010- 2023. UU ini mengatur penanganan fakir miskin secara komprehensif 

dan menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab 

untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial dan 

pemberdayaan ekonomi. Pasal-pasal dalam UU ini menekankan pada perlunya 

upaya sistematis dan terkoordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dalam 

                                                 
2
  “Statistik Indonesia 2023,” Badan Pusat Statistik, diakses 16 Agustus 2024, Badan Pusat 

Statistik Indonesia 
3
 Adhityas Firdaus, Taufiq C. Dawood, and Muhammad Abrar, "Determinants of Poverty in 

Indonesia: An Empirical Evidence using Panel Data Regression,” International Journal of Global 

Operations Research 2, no. 4 (2021): 126. https://doi.org/10.47194/ijgor.v2i4.90. 

https://www.bps.go.id/id
https://www.bps.go.id/id
https://doi.org/10.47194/ijgor.v2i4.90
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mengentaskan kemiskinan, serta pentingnya data yang akurat dan terkini 

untuk mendukung kebijakan dan program yang efektif.
4
 

Pemerintah pusat dan daerah wajib bekerja sama dalam mengatasi 

kemiskinan melalui kebijakan yang tepat sasaran, program bantuan sosial, dan 

pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks Provinsi Bali, UU ini menjadi sangat 

relevan mengingat Bali, sebagai salah satu daerah dengan perekonomian yang 

bergantung pada pariwisata, menghadapi tantangan khusus dalam penanganan 

kemiskinan. Fluktuasi tingkat kemiskinan yang terjadi selama periode 2010-

2023 di Bali menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

daerah perlu lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi ekonomi dan sosial 

yang dinamis.
5
 

Penelitian ini, dengan fokus pada determinasi kemiskinan, berupaya 

untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah 

dilaksanakan di bawah kerangka hukum yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 

2011. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang 

memengaruhi tingkat kemiskinan di Bali selama periode tersebut. Dengan 

demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih 

terarah bagi pemerintah daerah Bali untuk merancang kebijakan yang lebih 

efektif dalam mengentaskan kemiskinan, sesuai dengan amanat UU ini, serta 

menyesuaikan strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan tantangan 

                                                 
4
 Sutikno, Eddy Setiadi Soedjono, Agnes Tuti Rumiyati, dan Lantip Trisuarno, "Pemilihan 

Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat 

dengan Pendekatan Sistem," Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan 

Pembangunan 11, no. 1 (2015): 144. https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.339. 
5
  “Fluktuasi Kemiskinan,” Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses pada 19 Agustus 

2024,Profil Kemiskinan Provinsi Bali Maret 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 

 

https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.339
https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/717913/profil-kemiskinan-provinsi-bali-maret-2024.html
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unik yang dihadapi provinsi tersebut. 

Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan berbagai 

program untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun hasilnya belum 

optimal. Program-program tersebut sering kali tidak mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah pedesaan 

yang terpencil.
6
 Selain itu, dampak pandemi COVID-19 yang melanda sejak 

tahun 2020 turut memberikan tekanan tambahan terhadap perekonomian lokal, 

mengakibatkan banyak penduduk jatuh ke dalam jurang kemiskinan
7
. 

Dalam ajaran agama yang menekankan pentingnya keadilan sosial, 

kepedulian terhadap sesama, dan kewajiban untuk membantu mereka yang 

kurang beruntung. Islam, sebagai salah satu agama yang dianut di 

Indonesia, memiliki pandangan yang kuat mengenai pentingnya pengentasan 

kemiskinan dan perlindungan terhadap kaum lemah. Dalam Al-Qur'an, Allah 

SWT menekankan pentingnya tanggung jawab sosial terhadap orang-orang 

yang membutuhkan. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Baqarah 

ayat 177: 

 
 
ِ وَٱ للَّه

 
مبِِْه مَنْ ءَامَنَ بِٱ

 
كِنه ٱ ممَْغْربِِ وَمَ َٰ

 
قِ وَٱ ممَْشِْْ

 
ُّوا۟ وُجُوهَكُُْ قِبَلَ ٱ مبِِْه ٱَن توَُم

 
هيْسَ ٱ لْءَاخِرِ ۞ م

 
ميْوَْمِٱ

مَىٰ  ميَْتَ َٰ
 
مقُْرْبََٰ وَٱ

 
هِۦ ذَوِى ٱ ممَْالَ علَََٰ حُبِّ

 
ۦنَ وَءَاتََ ٱ منهبِِّ

 
بِ وَٱ مكِْتَ َٰ

 
ئِٓكَةِ وَٱ ممَْلَ َٰ

 
بِيلِ  وَٱ بنَْ ٱ مسه

 
كِيَن وَٱ ممَْسَ َٰ

 
وَٱ

هَدُوا۟ ۖ وَ  ذَا عَ َٰ
ّ
ممُْوفوُنَ بِعَهْدِهِِْ ا

 
لَوٰةَ وَٱ مزه

 
لوَٰةَ وَءَاتََ ٱ مصه

 
مرّقِاَبِ وَٱَقاَمَ ٱ

 
ائٓلِِيَن وَفِِ ٱ مسه

 
مبَْٱسَِاءِٓ وَٱ

 
بِِيِنَ فِِ ٱ مصه َٰ

 
ٱ

ينَ صَدَ  ِ لَّه
 
ئِٓكَ ٱ مبَْٱسِِ ۗ ٱُو۟مَ َٰ

 
اءِٓ وَحِيَن ٱ ه مضَّه

 
ممُْتهقُونَ وَٱ

 
ئِٓكَ هُُِ ٱ  قوُا۟ ۖ وَٱوُ۟مَ َٰ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 

barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman 

                                                 
6
 Younis Ali Ahmed, Biaban N. Rostam, and Burhan A. Mohammed, "The Effect of the 

Financial Crisis on Macroeconomic Variables in Iraq, Iran, and Turkey," Economic Journal of 

Emerging Markets 12, No.1 (2020): 55 https://doi.org/10.20885/ejem.vol12.iss1.art5. 
7
 Haning Romdiati and Dwiyanti Kusumaningrum, “Poverty during Covid-19 Pandemic in 

Indonesia: A Case Study in Java-Bali Region,” Jurnal Kawistara 11, No.3 (2021): 239. 

https://doi.org/10.20885/ejem.vol12.iss1.art5
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kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-

nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, 

orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba 

sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji 

apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada 

masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka 

itulah orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah: 177). 

 

Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan sejati tidak hanya terletak pada 

aspek ritual semata, tetapi juga pada kepedulian sosial, termasuk memberikan 

bantuan kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Dalam konteks 

penelitian ini, ayat ini memberikan landasan religius bahwa upaya 

pengentasan kemiskinan adalah bagian dari kewajiban moral dan spiritual 

yang harus dijalankan oleh setiap individu dan masyarakat, termasuk 

pemerintah. Penelitian ini dapat dilihat sebagai kontribusi terhadap 

pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan 

sosial dalam agama dapat diterapkan dalam kebijakan publik untuk 

mengurangi kemiskinan di Provinsi Bali. 

 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

8
  

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 

Tahun 2023 

                                                 
8
 “Persentase Penduduk Miskin,” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diakses 19 

Agustus, 2024,  https://jatim.bps.go.id/id/statistics. 
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Berdasarkan data dari BPS, Provinsi Bali pada tahun 2023 memiliki 

persentase jumlah penduduk miskin paling rendah dibandingkan dengan 

beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 4,25 persen. 

Provinsi DKI Jakarta juga memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang 

rendah sebesar 4,44 persen. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

memiliki persentase jumlah penduduk miskin paling tinggi yakni sebesar 

19,96 persen. 

Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali mengalami 

fluktuasi selama periode 2010-2023. Dari beberapa data untuk memperkuat 

penelitian ini terdapat penelitian yang relevan dari penelitian Bayu Wijaya 

Kusuma dan Anik Sri Widawati, Aceh menjadi salah satu provinsi dengan 

tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kusuma dan Widawati menekankan 

bahwa pertumbuhan pesat jumlah penduduk miskin menjadi salah satu alasan 

utama mengapa Aceh berada pada posisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana tingkat kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah (RLS), dan 

pengeluaran per kapita. Dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan 

kuantitatif melalui analisis regresi data panel, penelitian Kusuma menemukan 

bahwa meskipun jumlah penduduk di Aceh memiliki pengaruh yang kecil dan 

tidak signifikan terhadap kemiskinan, RLS dan pengeluaran per kapita 

memiliki dampak signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di 

wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan daya beli 

masyarakat memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan 
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di Aceh.
9
 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Vania Grace Sianturi, M. 

Syafii, dan Ahmad Albar Tanjung, menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia. Studi ini meneliti 

pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia 

(IPM), pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat 

pengangguran terhadap kemiskinan, menggunakan data panel dari 34 provinsi 

di Indonesia selama periode 2016 hingga 2019. Dengan metode analisis 

regresi data panel menggunakan perangkat Eviews10, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh secara simultan 

terhadap kemiskinan di Indonesia.
10

 

Secara parsial, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat 

pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan, artinya peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkatkan 

angka kemiskinan. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia (IPM) 

berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan IPM 

dapat mengurangi kemiskinan. Faktor-faktor lain seperti pertumbuhan 

ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran 

memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap kemiskinan, dengan beberapa di 

antaranya tidak signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bahwa 

                                                 
9
 Bayu Wijaya Kusuma dan Anik Sri Widawati, “Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan 

Di Provinsi Aceh, Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 8, No.1 (2024): 221. 

https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3957. 
10

 Vania Grace Sianturi, M. Syafii, dan Ahmad Albar Tanjung, “Analisis determinasi 

kemiskinan di Indonesia studi kasus (2016-2019), Jurnal Samudra Ekonomika 5, No.2 (2021): 

125. https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270. 

https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3957
https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270
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meskipun ada upaya untuk meningkatkan ekonomi dan pemerataan 

pendapatan, faktor seperti pendidikan dan kualitas hidup masih menjadi kunci 

dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Tabel 1. 1 Data Penduduk Miskin Provinsi Bali 

Tahun 

Data Jumlah Penduduk 

Miskin Provinsi Bali (Ribuan 

Jiwa) 

2010 221,60 

2011 183,10 

2012 158,95 

2013 182,77 

2014 196,00 

2015 196,71 

2016 178,18 

2017 180,13 

2018 171,76 

2019 163,85 

2020 165,19 

2021 201,97 

2022 205,68 

2023 193,78 

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2010-2023
11

  
 

Analisis Data Kemiskinan, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2010-2023. Berdasarkan data penduduk 

miskin dari tahun 2010 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan 

dalam jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Pada tahun 2010, jumlah 

penduduk miskin mencapai 221,60 ribu jiwa, yang kemudian mengalami 

penurunan signifikan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2019 dengan 

163,85 ribu jiwa. Namun, mulai tahun 2020 hingga 2022, terdapat 

peningkatan jumlah penduduk miskin, yang kemungkinan besar disebabkan 

                                                 
11

 “Data Penduduk Miskin,” Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 19 Agustus, 

2024, https://bali.bps.go.id/id. 



  

 

8 

oleh dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, data menunjukkan sedikit 

penurunan, tetapi jumlah penduduk miskin masih berada pada angka 193,78 

ribu jiwa, yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi. 

Tabel 1. 2 Data Pengangguran Di Provinsi Bali 

Tahun 

Data Pengangguran 

Provinsi Bali (Dalam 

Satuan Jiwa) 

2010 68.791 

2011 65.716 

2012 48.230 

2013 41.820 

2014 44.126 

2015 47.210 

2016 46.484 

2017 36.143 

2018 35.811 

2019 39.288 

2020 144.500 

2021 138.669 

2022 131. 469 

2023 72.421 

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2010-2023
12

 

Data pengangguran provinsi bali, data pengangguran menunjukkan 

tren yang serupa dengan data kemiskinan. Pada tahun 2010, tingkat 

pengangguran tercatat sebanyak 68.791 orang dan terus menurun hingga 

mencapai titik terendah pada tahun 2018 dengan 35.811 orang. Namun, pada 

tahun 2020, angka pengangguran melonjak tajam menjadi 144.500 orang, 

yang hampir pasti disebabkan oleh krisis ekonomi yang diakibatkan oleh 

pandemi COVID-19, mengingat sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali 

sangat terpengaruh. Setelah itu, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 

                                                 
12

 “Data Pengangguran,” Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 19 Agustus, 2024, 

https://bali.bps.go.id/id. 
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hingga 2023, angka pengangguran tetap jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan periode sebelum pandemi. 

Tabel 1. 3 Data Ketimpangan Pendapatan Provinsi Bali 

Tahun 
Data Rasio Gini Provinsi 

Bali ( Dalam Ribuan) 

2010 0,3660 

2011 0,4070 

2012 0,4310 

2013 0,4030 

2014 0,4150 

2015 0,3768 

2016 0,3663 

2017 0,3840 

2018 0,3744 

2019 0,3662 

2020 0,3690 

2021 0,3780 

2022 0,3630 

2023 0,3620 

Sumber: Data BPS Provinsi Bali, 2010-2023
13

 

Data Ketimpangan Pendapatan provinsi bali, data ketimpangan 

pendapatan menunjukkan tren yang serupa dengan data Pengangguran. Pada 

tahun 2010, tingkat ketimpangan pendapatan tercatat sebanyak 0,3660 dan 

terus meningkat hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2012 dengan nilai 

0,4310. Namun, pada tahun 2020, angka ketimpangan pendapatan melonjak 

cukup tinggi sebesar 0,3690 namun tidak melebihi pada tahun 2012, yang 

hampir pasti disebabkan oleh krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi 

COVID-19, mengingat sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali sangat 

terpengaruh. Setelah itu, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2015 hingga 

2023, angka ketimpangan pendapatan tetap jauh lebih tinggi dibandingkan 

                                                 
13

 “Data Ketimpangan Pendapatan,” Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 19 

Agustus, 2024, https://bali.bps.go.id/id. 
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dengan periode sebelum pandemi. 

Tabel 1. 4 Data IPM Provinsi Bali 

 

Tahun 

Data IPM 

( Ribuan Jiwa) 

2010 70,10 

2011 71,00 

2012 71,62 

2013 72,09 

2014 72,48 

2015 75,27 

2016 73,65 

2017 74,30 

2018 74,77 

2019 75,38 

2020 75,50 

2021 75,69 

2022 76,44 

2023 77,10 

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2010-2023
14

 

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali, indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali menunjukkan tren peningkatan 

yang konsisten dari tahun 2010 hingga 2023. Pada tahun 2010, IPM berada 

pada angka 70,10 dan terus meningkat hingga mencapai 77,10 pada tahun 

2023. Meskipun demikian, peningkatan IPM ini tidak serta-merta diikuti 

dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran, terutama pada periode 

setelah 2020. Ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas hidup dan akses 

terhadap pendidikan serta kesehatan meningkat, tantangan ekonomi akibat 

pandemi tetap menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap 

penduduk Bali. 

Dari keempat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun IPM 

                                                 
14

 “Data Indeks Pembangunan Manusia,” Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 19 

Agustus, 2024, https://bali.bps.go.id/id. 
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di Provinsi Bali terus meningkat, hal ini tidak serta-merta mengurangi jumlah 

penduduk miskin, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, 

terutama pada periode pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi Bali pasca-

pandemi tampaknya belum sepenuhnya mengembalikan kondisi seperti 

sebelum pandemi, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat 

dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran 

yang masih tinggi. Hal ini juga menegaskan perlunya penguatan sektor-sektor 

ekonomi di luar pariwisata untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih 

merata di Bali. 

Berdasarkan data yang disajikan untuk periode 2010-2023, Provinsi 

Bali mengalami sejumlah fenomena sosial-ekonomi yang signifikan, terutama 

terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Data menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Bali 

dari tahun 2010 hingga 2019, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin mencapai 221,60 ribu 

jiwa, dan angka ini turun drastis hingga 163,85 ribu jiwa pada tahun 2019. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan ekonomi, sosial, dan 

program kesejahteraan yang diterapkan oleh pemerintah selama dekade ini 

berhasil mengurangi kemiskinan. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022, 

terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang signifikan, mencapai 

puncaknya di tahun 2022 dengan 205,68 ribu jiwa. Lonjakan ini erat kaitannya 

dengan dampak pandemi COVID-19, yang menghantam perekonomian Bali, 

terutama sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah 

tersebut. 

Fenomena pengangguran di Bali menunjukkan pola yang hampir sama 
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dengan kemiskinan. Dari tahun 2010 hingga 2019, tingkat pengangguran 

menurun secara konsisten, yang mencerminkan peningkatan kesempatan kerja 

di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan tajam dalam 

jumlah pengangguran, yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dari tahun 

sebelumnya, mencapai 144.500 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh 

penutupan bisnis, terutama di sector pariwisata dan industri pendukungnya, 

sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19. Meskipun angka 

pengangguran mulai menurun kembali setelah tahun 2021, hingga tahun 2023, 

tingkat pengangguran masih belum kembali ke level pra-pandemi, 

menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih berlangsung lambat. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bali terus meningkat secara 

konsisten dari tahun 2010 hingga 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya 

perbaikan dalam kualitas hidup, termasuk akses yang lebih baik ke 

pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM yang meningkat, dari 70,10 pada 

tahun 2010 menjadi 77,10 pada tahun 2023, mencerminkan upaya sukses 

dalam bidang pembangunan manusia. Namun, peningkatan ini tidak cukup 

untuk sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama 

ketika terjadi krisis seperti pandemi COVID-19. 

Fenomena yang terjadi di Bali selama periode 2010-2023 

menunjukkan bagaimana perbaikan di bidang pembangunan manusia (IPM) 

dan penurunan kemiskinan serta pengangguran dapat terjadi dalam kondisi 

normal. Namun, ketika terjadi guncangan eksternal seperti pandemi COVID-

19, perekonomian Bali yang sangat bergantung pada pariwisata mengalami 

kemunduran yang tajam, memicu lonjakan pengangguran dan peningkatan 

jumlah penduduk miskin. Hal ini menekankan pentingnya diversifikasi 
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ekonomi di Bali untuk menciptakan ketahanan yang lebih baik terhadap krisis, 

serta perlunya kebijakan yang lebih responsif dan inklusif untuk mengatasi 

dampak sosial-ekonomi yang timbul dari kejadian tak terduga. 

Dengan adanya fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul “Pengaruh Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan dan Indeks 

Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-

2023”. 

B.  Rumusan Masalah 

1. Apakah IPM  berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 

2010-2023? 

2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali 

tahun 2010-2023? 

3. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Provinsi Bali tahun 2010-2023? 

4. Apakah IPM, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh  

terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian meruapakan gambaran singkat mengenai arah 

yang akan dituju pada penelitian ini, Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah IPM berpengaruh  terhadap kemiskinan di 

Provinsi Bali tahun 2010-2023. 

2. Untuk mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023. 
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3. Untuk mengetahui apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2023. 

4. Untuk mengetahui apakah IPM, pengangguran, dan ketimpangan 

pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-

2023? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teori dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan 

masyarakat secara keseluruhan.
15

 Penelitian ini dapat diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi beberpa pihak, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat teori 

Penelitian ini ini dapat memperkaya literatur dan teori dalam bidang 

ekonomi konvensional, khususnya terkait dengan bagaimana indikator 

ekonomi konvensional seperti IPM, kemiskinan, ketimpangan pendapatan 

dan tingkat pengangguran diinterpretasikan dan dianalisis dalam perspektif 

ekonomi. Serta mengkaji sejauh mana pendekatan ekonomi dapat menjadi 

solusi bagi kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi kemiskinan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Riset ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai 

                                                 
15

 Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember (Jember: Penerbit UIN 

KHAS Jember, 2021), 65.  
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bekal untuk melakukan penelitian terkait peningkatan sumber daya 

manusia untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam 

mengentaskankan kemiskinan. 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini juga diharapkan memberikan dampak khususnya 

bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) 

Jember serta dapat menjadi sumber referensi dan koleksi pustaka yang 

dapat dijadikan sumber informasi bagi mahasiswa, dosen dan civitas 

akademik khususnya. 

c. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian dapat memberikan data empiris tentang faktor- faktor 

yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Bali. Pemerintah daerah 

dapat menggunakan informasi ini untuk merumuskan kebijakan yang 

lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Oleh 

karena itu, Dengan mengetahui pengaruh IPM, tingkat pengangguran  

dan  ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, pemerintah dapat 

memprioritaskan program pembangunan yang memiliki dampak 

terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Pada bagian ini peneliti harus menentukan variabel secara jelas dan 

tegas.
16

 Variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi objek 
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penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.
17

 

Variabel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Variabel Independen 

Secara umum variabel independen bisa disebut sebagai variabel 

stimulus, prediktor dan anticedent, Variabel Independen adalah 

variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 

pada variabel dependen.
18

 Variabel Independen (X) dalam penelitian 

ini meliputi: 

X1  = Pengangguran  

X2  = Ketimpangan Pendapatan 

X3   = IPM 

b. Variabel dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen.
19

Variabel 

dependen (Y) dalam penelitian ini : 

Y = Kemiskinan 

2. Indikator Variabel 

Setelah variabel penelitian dipenuhi, kemudian dilanjutkan dengan 

mengemukakan indikator-indikator penelitian yang merupakan rujukan 

                                                                                                                                      
UIN KHAS Jember, 2021),39. 

17
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 161. 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung, Alfabeta, 

2016), 39. 
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empiris dari variabel yang akan diteliti.
20

 Indikator variabel dalam 

penelitian ini adalah : 

Tabel 1. 5 Indikator IPM, Pengangguran, dan Kemiskinan 

 No. Variabel Indikator Referensi 

1 Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

Data Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Sayifullah Sayifullah and Tia Ratu 

Gandasari, (2016).
21

 

2 Pengangguran Data Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

Ida Syafa‟atur Rohmah and Jalu Aji 

Prakoso,(2022).
22

 

3 Ketimpangan 

Pendapatan 

Data Rasio Gini Muhammad Farhan, Sugianto 

(maret 2022).
23

 

4 Kemiskinan Data Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Dini Anggraini, Muhammad Iqbal 

Fasa, and Suharto Suharto,(2023).
24

 

  

F. Definisi Operasional 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut Sayifullah mengutarakan dalam konteks pembangunan 

ekonomi daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai 

salah satu ukuran utama dalam pola dasar pembangunan daerah. Ini 

menunjukkan bahwa IPM memiliki peran penting dalam manajemen 

pembangunan daerah. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia 

                                                 
20

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, 40. 
21

 Sayifullah Sayifullah dan Tia Ratu Gandasari, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten‟, Jurnal Ekonomi-Qu 6, No.2 

(2016): 236–55 <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>. 
22

 Ida Syafa‟atur Rohmah dan Jalu Aji Prakoso, “Pengaruh Ipm, Rls, Tpt, Dan Pengeluaran 

Perkapita Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat‟, Transekonomika:  Akuntansi,  Bisnis  

Dan  Keuangan 2, No.6 (2022): 255–66 <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.294>. 
23

 Muhammad Farhan dan Sugianto,”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

ketimpangan pendapatan di pulau jawa,” Jurnal Ilmiah Bidang Sosial,Ekonomi Budaya,Teknologi 

dan Pendidikan 1, No.4 (2022): 243. 
24

 Dini Anggraini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, “Pengaruh Pengangguran 

Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,‟ Tirtayasa Ekonomika 18, No.1 

(2023):123 <https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613>. 
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lainnya menjadi kunci untuk perencanaan dan pembangunan yang terarah. 

Sebagai tolak ukur pembangunan wilayah, IPM sebaiknya berkorelasi 

positif terhadap keberhasilan pembangunan.
25

 

 Menurut Ida dan Aji Prakoso mengungkapkan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan 

negara sebagai negara maju, berkembang, atau terbelakang, serta untuk 

mengevaluasi keberhasilan program sosial dan ekonomi yang dirancang 

untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Indeks 

Pembangunan Manusia (Human Development Index) adalah terobosan 

dalam menilai pembangunan manusia suatu negara. IPM digunakan 

untuk menentukan apakah suatu negara termasuk dalam kategori maju, 

berkembang, atau terbelakang. Selain itu, IPM juga berfungsi untuk 

mengevaluasi keberhasilan program sosial dan ekonomi yang dirancang 

untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.
26

 

Dapat disimpulkan bahwasannya indeks pembangunan manusia 

adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran 

perkembangan pembangunan manusia secara terukur yang dapat 

disajikan dalam bentuk data. Berhasilnya suatu indikator manusia 

dapat dilihat melalui data indeks pembangunan manusia (IPM) dari 

                                                 
25

 Sayifullah Sayifullah dan  Tia Ratu Gandasari,”Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten,‟ Jurnal Ekonomi-Qu 6, No.2 

(2016): 236–55 <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>. 
26

 Ida Syafa‟atur Rohmah dan Jalu Aji Prakoso,” Pengaruh Ipm, Rls, Tpt, Dan Pengeluaran 

Perkapita Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat,‟ Transekonomika: Akuntansi, Bisnis 

Dan Keuangan 2, No.6 (2022):255–66 <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.294>. 
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sana kita dapat melihat sejauh mana daerah tersebut untuk berkembang 

dan berhasil. 

2. Pengangguran 

Pengangguran atau Tuna Karya adalah istilah yang digunakan 

untuk menyebut orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari 

pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau seseorang 

yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Menurut Mantra pengangguran adalah salah satu masalah besar 

yang sering terjadi di sebuah negara. Istilah pengangguran merujuk pada 

ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi 

setiap penduduk yang berada dalam wilayah pemerintahannya.
27

 

Menurut Sadono Sukirno, menurunnya kesejahteraan masyarakat 

disebabkan oleh pengangguran, yang meningkatkan risiko terjebak dalam 

kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan.
28

 

Dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah seseorang yang 

sedang mencari pekerjaan dan tidak dapat menemukan pekerjaan yang 

sesuai. Dalam hal ini pengangguran juga dapat didefinisikan sebagai 

persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun 

sedang mencari pekerjaan atau siap untuk bekerja. 

3. Ketimpangan Pendapatan 

                                                 
27

 Lisa Marini dan  Novi Tri Putri, ‟Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi 

Bengkulu : Seberapa Besar?,” Convergence: The Journal of Economic Development 1, No.2 

(2020):70–83 <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10900>. 
28

 Dini Anggraini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, ‟Pengaruh Pengangguran 

Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” Tirtayasa Ekonomika 18, No.1 

(2023):123 <https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613>. 
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Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang 

dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang 

mencolok dalam masyarakat, akibat dengan adanya ketimpangan 

pendapatan akan menyebabkan yang kaya akan semakin kaya dan yang 

miskin akan semakin miskin.
29

 

Ketimpangan pendapatan adalah selisih pendapatan antara penduduk 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama dan dapat dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi yang diukur dengan indeks gini.
30

 Ketimpangan 

pendapatan setidaknya juga didorong oleh beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi yaitu inflasi, pengangguran, kemiskinan, kebijakan 

fiskal, dan lain lain. Ketimpangan pendapatan juga dapat diartikan 

perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah satu dengan 

daerah lain yang dimana dampaknya sangat berpengaru terhadap 

masyarakat. 

Menurut Simon Kuznets, mengemukakan bahwa ketimpangan 

pendapatan adalah perbedaan dalam distribusi pendapatan antara individu 

atau kelompok dalam masyarakat, yang cenderung meningkat selama 

tahap awal perkembangan ekonomi dan menurun pada tahap kemajuan 

ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan dalam kurva Kuznets 

yang menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dan 

                                                 
29

 Bakhtiar Al Yunussy Subrata,“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur” 
30

 Evanty Caesarisma dan Hamrullah, “Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota 

di Jawa Barat 2017-2021,” JEDS: Jurnal Ekonomi dan Dinamika Sosial 2, No.2 (2023): 81. 
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ketimpangan pendapatan seiring dengan perkembangan ekonomi.
31

 

Menurut Amartya Sen, Amartya Sen mendefinisikan ketimpangan 

pendapatan sebagai perbedaan dalam akses dan distribusi sumber daya 

ekonomi di antara individu. Ia memperluas pandangan tentang 

ketimpangan dengan menekankan pada aspek kesejahteraan dan kapasitas 

individu untuk menjalani kehidupan yang layak, bukan hanya sekedar 

distribusi pendapatan.
32

 

Dapat disimpulkan bahwa Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan 

dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok. Ini 

dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti rasio Gini atau kurva 

Lorenz, yang menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan 

menyimpang dari distribusi yang merata. 

4. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau rumah tangga 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sementara 

lingkungan sekitarnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan 

kesejahteraan secara berkelanjutan atau keluar dari kerentanan.
33

 

Menurut Cahya mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana 

seseorang mengalami kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak 

mempunyai dana untuk berobat ketika sakit, tidak bisa membaca karena 

                                                 
31

 Simon Kuznets, ‟Economic Growth and Income Inequality,” The American Economic 

Review XLV, No.1 (March 1955): 2. 
32

Amartya Sen,On Economic Inequality (Oxford: Claredon Press, 1973), 26. 
33

 Sa’diyah, El Adawiyah, ‟Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya,” KHIDMAT 

SOSIAL,Journal of Social Work and Social Service 1, No.1 (2020): 43. 
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tidak bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, dan secara keseluruhan 

ditandai oleh ketidakberdayaan, keterpinggiran, dan perasaan tidak 

bebas.
34

 

Sementara itu Kotze mengungkapkan bahwa masyarakat miskin 

memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memanfaatkan sumber daya 

melalui kesempatan yang ada. Meskipun bantuan luar kadang- kadang 

digunakan, ketergantungan pada dukungan eksternal tidak selalu pasti. 

Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada 

masyarakat yang dapat hidup dan berkembang dalam isolasi dari 

kelompok masyarakat lainnya. Isolasi ini menyebabkan sikap pasif, yang 

pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan.
35

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana 

seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

dasar atau kebutuhan yang dapat untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang layak. Kemiskinan merujuk pada 

kekurangan sumber daya ekonomi yang mengakibatkan kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ini dapat mencakup kekurangan 

pendapatan, akses terbatas terhadap layanan penting, dan ketidakmampuan 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. 

 

                                                 
34
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35
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G. Asumsi Penelitian 

Asumsi penelitian bisa disebut juga disebut anggapan dasar, yaitu 

sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. 

Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah 

mengumpulkan data. Anggapan dasar disamping berfungsi sebagai dasar 

pijakan yang kukuh bagi masalah yang diteliti dan juga untuk mempertegas 

variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dan merumuskan hipotesis.
36

 

Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber sebagai bukti asumsi yang 

dibuat oleh penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di pengaruhi oleh indeks 

pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. 

Gambar 1. 2 Kerangka Konseptual 

 

Keterangan : 

       : Berpengaruh secara simultan 

   : Berpengaruh secara parsial 
 

 

 

                                                 
36

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, 41. 
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H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Pada penelitian ini terdapat hipotesis sebagai berikut : 

1. Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali 

Pengangguran merupakan masalah yang serius bagi suatu daerah. 

Pengangguran memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan; 

peningkatan tingkat pengangguran juga akan berkontribusi pada 

peningkatan kemiskinan di suatu wilayah. Penelitian yang dilakukan 

oleh. Penelitian yang dilakukan oleh Rujiman, Tarmizi, dan Febriangga 

Sembiring mendapatkan hasil bahwa pengangguran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
37 

Maka 

hipotesis yang di uji dalam penelitian ini adalah: 

 H0 : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Provinsi Bali. 

 H1 : Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di 

Provinsi Bali. 

2. Ketimpangan Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di 

Provinsi Bali 

Distribusi pendapatan merupakan cerminan atas merat atau timpangnya 

tingkat pendapatan dan hal ini merupakan penentu utama kemiskinan. 

                                                 
37

 Febriangga Sembiring, Tarmizi Tarmizi, dan Rujiman Rujiman, ‟Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka Dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan 

Di    Sumatera    Utara,”    Jurnal    Serambi    Engineering 5, No.2 (2020). 
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Dimana kemiskinan itu sendiri sangat ditentukan atas rata-rata 

pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. 

Ketimpangan pendapatan menjadi masalah disetiap daerah. Penelitian 

yang dilakukan oleh Hasan Aedy, Zainuddin Saenong, Tajudin,dkk 

mendapatkan hasil bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemiskinan.
38

 Maka hipotesis yang diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

 H0 : Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Bali. 

 H1 : Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali. 

3. Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Bali 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur untuk 

menentukan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam upaya 

pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. IPM terdiri dari 

tiga indikator: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. IPM 

juga berpengaruh terhadap kemiskinan tinggi rendahnya angka 

kemiskinan salah satunya dipengaruhi oleh persentase IPM di wilayah 

tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Shidiq Ramdan Dinata, 

Mahendrara Romus, dan Yanti ini menemukan bahwa indeks 

pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

                                                 
38

 Sitti Rachma Ramadhani Maskur, Hasan Aedy, dan Zaenudin Senong,‟Pengaruh 

ketimpangan pendapatan, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan di 
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kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018.
39

 Maka hipotesis yang di 

uji dalam penelitian ini adalah: 

 H0 : Indeks pembangunan manusia (IPM) tidak berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. 

 H1 : Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif 

terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, 

definisi operasional dan sistematika pembahasan. 

BAB II Kajian Pustaka, berisi rangkuman penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan penelitian saat ini dan memuat kajian teoritis yang 

menjadi dasar teori penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian, yang memuat tentang metode-metode 

yang digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik dan 

instrument pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, berisi mengenai gambaran objek 

penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan yang akan menjadi 

titik temu, temuan baru serta hasil yang valid dalam penelitian ini. 

BAB V Penutup, berisikan simpulan yang menjadi rangkuman dari 

setiap pembahasan pada hasil yang ditemukan, serta terdapat saran-saran dari 

peneliti terkait objek penelitian untuk dijadikan bahan bacaan.  

                                                 
39
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian 

menyusun ringkasannya, baik dari penelitian yang sudah terpublikasikan 

maupun yang belum terpublikasikan. Langkah ini dilakukan untuk melihat 

sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan.
40

 

Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 

dijadikan referensi, acuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian saat 

ini, yakni: 

1. Bayu Wijaya Kusuma dan Anik Sri Widawati, ‟Analisis Determinasi 

Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh,” Jurnal JIMEA: Jurnal Ilmiah 

MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) 8 No.1, Universitas Amikom 

Yogyakarta, 2024.
41

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

tingkat kemiskinan di provinsi aceh dipengaruhi oleh jumlah penduduk, 

rata rata lama bersekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk, RLS (standar hidup reltif), dan 

pengeluaran per kapita mempunyai pengaruh yang sigifikan dan simultan 

terhadap derajat kemiskinan di provinsi aceh. Yang kemudian datanya 

diolah menggunakan untuk mengolah data panel adalah dilakukan Uji 

                                                 
40

 Tim Penyusun UIN KHAS Jember, Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2023), 80. 
41
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Di Provinsi Aceh,” Jurnal JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) 8 

No.1(2024): 14. 
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Chow dengan menggunkan model common effect (CE) atau fixed effect 

(FE). 

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya variabel jumlah 

penduduk dengan koefisien -1,7120 mempunyai pengaruh yang kecil 

namun negatif terhadap derajat kemiskinan di provinsi aceh. Variabel RLS 

memberikan pengaruh terhadap angka kemiskinan secara negative dan 

signifikan di provinsi aceh dengan memperoleh nilai koefisien sebanyak - 

5,6920. Nilai koefisien sebesar -6,6042 menunjukkan bahwa variabel yang 

menunjukkan pengeluaran per kapita mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh. 

Faktor jumlah penduduk,RLS,dan pengeluaran per kapita berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi aceh berdasarkan uji F. 

Variabel jumlah penduduk, pengeluaran per kapita, dan rata-rata lama 

pendidikan (RLS) menjelaskan 66,07% kemiskinan tingkat provinsi 

aceh;sisanya sebesar 33,93% disebabkan oleh variabel-variabel yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian. 

2. Alfath Rizanda Putra dan Suharto, ‟Determinasi kemiskinan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta,”Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan 

2, No.2, (2023):143-148.
42

  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel 
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‟DETERMINASI TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2022,” 
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penentu (pendidikan, PDRB, dan UMK) terhadap kemiskinan 

Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data panel yang dimana menggabungkan kombinasi antara data 

time series dan data cross section.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di D.I.Yogyakarta, 

sementara UMK tidak berpengaruh terhadap dinamika kemiskinan di 

D.I.Yogyakarta. 

3. Aliyah Aisyyah Mirrahma, Msy. Aziza Septiani, dan Maya Panorama, 

‟Determinasi Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan Tahun 2019-

2022,” Jurnal JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia XIII, No.1 (2023) 

UIN Raden Fatah Palembang.
43

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan 

menganalisis  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  persentase 

penduduk miskin (PPM) di Sumatera Selatan periode tahun 2019-2022. 

Metode penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan 

amatan unit individu sebanyak 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan dalam periode waktu empat tahun dari 2019 sampai 2022. 

Penelitian ini menggunakan satu peruah respon yaitu PPM dan empat 

peubah penjelas ialah tingkat pengangguran (TPT), rata-rata lama skolah 

(RLS), PDRB Per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . 

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa model fixed effect 

dengan pengaruh spesifik dua arah adalah model terbaik dari tingkat 
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kemiskinan data panel. Variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu 

PDRB, RLS, dan IPM. 

4. Iqbal, Maisyuri, Fauzan, dan Shalawati, ‟Determinasi Tingkat  

Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh,” Jurnal JEMT: Jurnal 

Ekonomi dan Manjemen Teknologi (EMT) 7, No.3 (2023): 763- 770, STIE 

Lhokseumawe.
44

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui IPM tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, berbeda 

dengan PDRB dan pengangguran yang memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota provinsi aceh. 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode alternatif pooled least 

squares (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model 

(REM). 

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinandi kabupaten/kota Provinsi Aceh. Berbeda dengan PDRB dan 

pengangguran yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. 

5. Muhammad Farhan dan  Sugianto, ‟Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa,” Jurnal 

ilmiah bidang sosial,ekonomi budaya,teknologi dan pendidikan 1, No.4 

                                                 
44
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JEMT: Jurnal Ekonomi dan Manjemen Teknologi (EMT) 7, No.3 (2023): 763. 
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(maret 2022).
45

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

faktor- faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan 

menggunakan data dari 6 provinsi di Pulau Jawa periode 2014-2020. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data 

panel dengan model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Dalam penelitian hasil yang didapatkan adalah bahwa 

pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 

pulau jawa, kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 

pulau jawa, indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap 

ketimpangan pendapatan di pulau jawa. 

6. Fivien Muslihatiningsih, Jainal Abidin, ‟Analisis Kemiskinan Provinsi 

Jawa Timur,” Jurnal JEK: Jurnal Ekonomi Ekuilibrium 4 No.2 (2020).
46

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

sumber daya manusia, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah explanatory 

research yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh sumber daya manusia , pengangguran, dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Metode yang 

digunakan adalah metode analisi data panel dengan pendekatan Random 

Effect dan dikaitkan dengan analisis deskriptif. 
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Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya kualitas sumber 

daya  manusia  (IPM)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap 

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pengangguran terbuka berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. 

PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur. 

7. Rekha Alfionika, Yulmardi, Hardiani, ‟Analisis Determinasi 

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi,” Jurnal Ekonomi 

Dan Sumberdaya Lingkungan 10, No.1(2021).
47

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, 

tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi angkatan 

kerja (TPAK) dan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 

Tahun 2013-2018. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

tingakat pengangguran, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan 

kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2013- 

2018. 

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannya berdasarkan hasil 

regresi data panel dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran, tingkat pendidikan, dan TPAK secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Secara Parsial, variabel pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan negative 
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terhadap tingkat kemiskinan, sementara variabel tingkat pengangguran dan 

tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis 

berupa estimasi model fixed Effect model (FEM). Hasil persamaan data 

panel tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, 

tingkat pendidikan, dan partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat 

kemiskinan. 

7. Tasya Putri Indra Pranizty, Yustirania Septiani, “Determinasi Tingkat 

Kemiskinan Provinsi Indonesia 2016-2020,” Jurnal EKOMBIS: JURNAL 

FAKULTAS EKONOMI 7, No.2(2021): 119-132.
48

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meneliti dan 

menganalisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Jenis metode yang 

digunakan adalah pendekatan bersifat kuantitatif. Digunakan data 

sekunder, data sekunder didapatkan dari instansi atau lembaga terkait 

dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian datanya diolah 

menggunakan metode FEM. 

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwasannyapengaruh TPT 

terhadap tingkat kemiskinan provinsi Indonesia 2016-2020 itu positif dan 

signifikan. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya lapangan pekerjaan 
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yang tersedia di Indonesia, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, 

pengaruh dependency ratio terhadap tingkat kemiskinan provinsi di 

indonesi itu negative dan tidak signifikan, pengaruh pendidikan dengan 

proksi APS tingkat SMA terhadap kemiskinan di provinsi di Indonesia itu 

signifikan. Seluruh variabel independen bersama sama secara simultan 

mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. 

8. Vania Grace Sianturi, M. Syafii, dan Ahmad Albar 

Tanjung, “Analisis Determnasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus 

2016-2019,” Jurnal Samudra Ekonomika 5, No.2 (September 2021).
49

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, 

pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat 

pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dengan data 

sekunder. Objek dari penelitian ini yaitu seluruh provinsi yang ada di 

Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi. Penelitian ini menggunakan data 

panel, yaitu menggunakan data time series dan cross sections selama 4 

tahun yaitu tahun 2016-2019. Metode analisis yang digunakan adalah 

metode analisis regresi data panel dengan alat analisis Eviews10. 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa tingkat 

pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan 
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ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran 

berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Secara parsial tingakat 

pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, 

ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh 

positif dan tidsk signifikan terhadap kemiskinan. 

8. Marisa, “Analisis determinasi kemiskinan di Indonesia,” JIEP: Jurnal 

Ilmu Ekonomi dan Pembangunan 2, No.1 (2019): 76-89.
50

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan pengangguran terhadap 

tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time 

series berupa data tahun periode 1997-2017. Teknik analisis dalam 

penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kointegrasi dan Error 

Correction Model (ECM) serta model regresi linear berganda. Hasil yang 

didapatkan dalam penelitian ini adalah memberikan implikasi bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan variabel makroekonomi yang berperan 

utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan di indonesia. 
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Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1. Bayu Wijaya 

Kusuma, Anik Sri 

Widawati, 2024. 

Analisis determinasi 

tingkat kemiskinan di 

provinsi aceh 2018-

2022 

a. Menggunakan 

variabel terikat yang 

sama yaitu 

kemiskinan 

a. menggunakan 3 

variabel jumlah 

penduduk,rata- 

rata lama 

bersekolah 

(RLS), dan 

pengeluaran per 

kapita. 

2. Alfath Rizanda 

Putra, Suharto, 

2023. 

Determinasi 

kemiskinan di 

Provinsi 

D.I.Yogyakarta 

a. variabel 

kemiskinan 

b. teknik analisis 

data panel 

a. 3 variabel 

berbeda ( PDRB, 

Pendidikan, UMK) 

3. Aliyah Aisyiyah 

mirrahma1,Msy 

Aziza Septiani, 

Maya Panorama, 

2023. 

Determinasi tingkat 

kemiskinan di 

Sumatra selatan tahun 

2019-2022 

a. Menggunakan 

2 variabel bebas 

yang sama yaitu 

Indeks pembangunan 

manusia (IPM) dan 

pengangguran. 

 

 

b. Menggunakan 

variabel terikat yang 

sama yaitu 

kemiskinan. 

a. Menggunakan 5 

variabel 

persentase 

penduduk miskin 

(PPM), tingkat 

pengangguran 

terbuka (TPT), 

rata-rata lama 

sekolah (RLS), 

Indeks 

pembangunan 

manusia (IPM), 

dan PDRB per 

kapita. 

4. Ulfa Rahmi, Eliza 

Nopita, 2023. 

Determinasi Tingkat 

Kemiskinan di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Aceh 

a. Menggunakan 2 

variabel bebas 

yang sama yaitu 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

dan 

Pengangguran 

b. Menggunakan 

variabel terikat 

yang sama yaitu 

kemiskinan. 

a. Menggunakan 

variabel PDRB. 

. 

5. Muhammad 

Farhan, Sugianto, 

2022. 

Analisis faktor faktor 

mempengaruhi 

ketimpangan 

pendapatan di pulau 

jawa 

 

a. variabel 

ketimpangan 

pendapatan 

b. regresi data panel 

a. membahas 

faktor-faktor 
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6. Fivien 

Muslihatiningsih 

, Jainal Abidin, 

2022. 

Analisis Kemiskinan 

Provinsi Jawa Timur 

a. Menggunakan 1 

variabel bebas 

yang sama yaitu 

pengangguran 

b. Menggunakan 

variabel terikat 

yang sama yaitu 

kemiskinan 

a. Menggunakan 3 

varaibel Kualitas 

sumber daya 

manusia, 

pengangguran 

dan pertumbuhan 

ekonomi. 

7. Rekha Alfionika, 

Yuliardi, 

Hardiani, 2021. 

Determinasi tingkat 

kemiskinan di 

Kabupaten/Kota 

Provinsin Jambi 

a. variabel 

penggangguran, 

kemiskinan 

b. menggunakan 

data panel 

c. metode 

analisis deskriptif 

kuantitatif 

a. variabel 

pertumbuhan 

ekonomi, tingkat 

pendidikan, dan 

TPAK 

8. Tasya Putri Indra 

Pranizty, 

Yustirania 

Septiani, 2021. 

Determinasi Tingkat 

Kemiskinan Provinsi 

Indonesia 2016-2020 

a. Menggunakan 1 

Variabel bebas 

yang sama yaitu 

Pengangguran 

b. Menggunakan 

variabel terikat 

yang sama yaitu 

kemiskinan. 

a. Menggunakan 4 

variabel tingkat 

kemiskinan, 

tingkat 

pengangguran 

terbuka (TPT), 

dependency 

ratio, dan 

pendidikan 

(APS,APM, 

dan APK tingkat 

SMA). 

9 Vania Grace 

Sianturi, M. 

Syafii, Ahmad 

Albar Tanjung, 

2021. 

Analisis Determinasi 

Kemiskinan di 

Indonesia 2016-2019 

a. 4 variabel 

yang sama ( indeks 

pembangunan 

manusia, 

ketimpangan 

pendapatan, 

pengangguran dan 

kemiskinan) 

b. data panel 

a. variabel 

pertumbuhan 

penduduk 

10. Marisa, 2019. Analisis determinasi 

kemiskinan di 

Indonesia 

a. variabel 

pengangguran dan 

tingkat kemiskinan 

a. 3 variabel berbeda 

(pertumbuhan 

ekonomi, 

pengeluaran 

pemerintah, inflasi). 
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B. Kajian Teori 

1. Determination of poverty 

Determination of poverty (determinasi kemiskinan) merujuk pada 

proses identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan 

dalam suatu wilayah. Teori ini berupaya menjelaskan hubungan antara 

variabel-variabel ekonomi, sosial, dan demografis yang secara kolektif 

menentukan apakah suatu populasi berada dalam kemiskinan.
51

 

a. Teori Kapabilitas (Capability Approach) 

Menurut Amartya Sen, teori ini menekankan bahwa 

kemiskinan bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi juga 

kurangnya kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang 

layak.
52

 Menurut Sen, kemiskinan terjadi ketika orang tidak memiliki 

"kapabilitas" untuk menjalani kehidupan yang berharga. Kapabilitas 

ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan 

kebebasan dalam memilih. Oleh karena itu, determinasi kemiskinan 

dalam teori ini melihat faktor-faktor seperti pendidikan dan kesehatan 

sebagai komponen penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan 

di suatu wilayah. 

b. Teori Sirkulasi Kemiskinan (Cycle of Poverty) 

Menurut teori sirkulasi kemiskinan, kemiskinan adalah sebuah 

lingkaran setan yang sulit diputus. Kemiskinan menciptakan kondisi 
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yang memperkuat kemiskinan itu sendiri, seperti kurangnya 

pendidikan, rendahnya akses terhadap pekerjaan, dan kurangnya 

modal untuk berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan anak. 

Teori ini relevan dalam determinasi kemiskinan, di mana faktor-

faktor seperti tingkat pengangguran dan ketimpangan distribusi 

pendapatan memperkuat kemiskinan dari generasi ke generasi.
53

 

c. Teori Pertumbuhan dan Kemiskinan 

Simon Kuznets berpendapat bahwa pada tahap awal 

pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung 

meningkat sebelum akhirnya menurun ketika negara mencapai 

tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Hal ini dikenal sebagai 

"Kurva Kuznets". Dalam konteks determinasi kemiskinan, teori ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengurangi 

kemiskinan secara langsung, terutama jika distribusi pendapatan tidak 

merata.
54

 

d. Teori Modernisasi dan Ketergantungan   

Teori modernisasi berpendapat bahwa kemiskinan di negara 

berkembang disebabkan oleh kurangnya pembangunan ekonomi dan 

modernisasi yang lambat. Sebaliknya, Teori Ketergantungan 

(Dependency Theory) menyatakan bahwa kemiskinan di negara-

negara berkembang disebabkan oleh eksploitasi ekonomi oleh 

negara-negara maju. Kedua teori ini dapat digunakan untuk 
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memahami determinasi kemiskinan dalam konteks global dan lokal, 

terutama bagaimana pertumbuhan ekonomi di Bali dapat dipengaruhi 

oleh dinamika global dan nasional.
55

  

2. Teori IPM 

IPM adalah ukuran yang digunakan untuk menilai perkembangan 

suatu negara berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan (diukur melalui 

harapan hidup), pendidikan (diukur melalui rata- rata tahun sekolah dan 

harapan tahun sekolah), dan standar hidup (diukur melalui pendapatan 

per kapita). IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang 

kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara dibandingkan dengan hanya 

menggunakan pendapatan nasional. 

Menurut Oscar Lewis, kemiskinan adalah sebuah lingkaran setan 

yang sulit diputus. Kemiskinan menciptakan kondisi yang memperkuat 

kemiskinan itu sendiri, seperti kurangnya pendidikan, rendahnya akses 

terhadap pekerjaan, dan kurangnya modal untuk berinvestasi dalam 

kesehatan dan pendidikan anak. Teori ini relevan dalam determinasi 

kemiskinan, di mana faktor-faktor seperti tingkat pengangguran dan 

ketimpangan distribusi pendapatan memperkuat kemiskinan dari generasi 

ke generasi.
56

 

Dalam pembangunan ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan 

dasar menjadi prioritas utama dengan maksud melindungi lima 

kepentingan dasar: harta, agama, jiwa, akal, dan keturunan. Seperti yang 
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dijelaskan dalam Qur’an Surah Az-Zariyat (56):  

نْسَ اِلَّْ ليَِ عْبُدُوْنِ   وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

Artinya: “Tidaklah aku menciptakan jinda manusia kecuali dengan 
maksud beribadah kepada-Ku.”

57
 

 

Ayat yang dikutip tersebut menyatakan bahwa manusia 

diciptakan dengan tujuan sebagai khalifah dan hamba Allah. Ketika 

mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang Islam, 

manusia dipandang sebagai pusat pembangunan. Dalam proses 

pembangunan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek aktif yang 

terus ditingkatkan. Pandangan dunia Islam, yang menekankan bahwa 

manusia adalah aktor utama dalam kehidupan dan pembangunan. 

3. Teori Pengangguran 

Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang mampu dan 

siap untuk bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Ini bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya lowongan pekerjaan, 

keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, atau kondisi 

ekonomi yang buruk. Pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, 

termasuk pengangguran struktural, siklis, friksional, dan sukarela. 

Menurut David Ricardo seorang ekonom klasik, mengembangkan 

pandangan bahwa pengangguran dapat terjadi akibat kekakuan dalam 

struktur pasar tenaga kerja. Menurutnya, jika upah ditetapkan di atas 

tingkat keseimbangan pasar, maka akan ada surplus tenaga kerja yang 
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menyebabkan pengangguran.
58

 

Dalam sudut pandang Islam, pengangguran didefinisikan sebagai 

keadaan tidak bekerja atau belum menemukan pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan dan potensi seseorang. Tujuan pengentasan 

pengangguran dalam Islam yakni dengan maksud memenuhi kebutuhan 

fisik dan rohani individu serta membantu orang lain dengan ekonomi 

melalui sedekah, infak, dan zakat. Pengangguran dalam Islam tidak 

hanya berarti tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga tidak memiliki tujuan 

dan keberkahan dalam hidup.
59

 Islam mengajarkan etos kerja yang tinggi 

dan menganggap bekerja sebagai ibadah yang bernilai. Dalam Qur’an 

surah At-Talaq (7) Allah berfirman : 

                           

                       

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi 

nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, 

hendaklah memberi nafkah dibandingkan apa (harta) yang dianugerahkan 

Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan 

(sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak 

akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” 
60

 

 

Ayat diatas memberikan pengertian Islam menekankan kewajiban 

bekerja dengan maksud memenuhi kebutuhan dan membantu orang lain. 

Kerja diartikan sebagai aktivitas dinamis yang bertujuan memenuhi 
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kebutuhan tertentu, di mana seseorang berupaya dengan menunjukkan 

komitmen yang teguh terhadap keunggulan sebagai bukti kekagumannya 

kepada Allah SWT. 

4. Teori Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi di mana pendapatan 

tidak terdistribusi secara merata di antara individu atau kelompok dalam 

masyarakat. Ini mengacu pada perbedaan yang signifikan dalam jumlah 

pendapatan yang diterima oleh berbagai segmen populasi, yang dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, keterampilan, akses 

terhadap peluang ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Ketimpangan 

pendapatan sering kali diukur menggunakan indeks Gini, di mana nilai 0 

menunjukkan kesetaraan sempurna dan nilai 1 menunjukkan 

ketimpangan maksimal. Ketimpangan ini dapat berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 

Simon Kuznet mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan 

cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi, kemudian 

menurun seiring dengan kemajuan.
61

 Kuznets berpendapat bahwa pada 

tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung 

meningkat sebelum akhirnya menurun ketika negara mencapai tingkat 

pembangunan yang lebih tinggi. Hal ini dikenal sebagai "Kurva 

Kuznets". Dalam konteks determinasi kemiskinan, teori ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengurangi kemiskinan secara 
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langsung, terutama jika distribusi pendapatan tidak merata.
62

 

Ketimpangan pendapatan dalam perspektif Islam dipahami 

sebagai ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang dapat menciptakan 

kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Islam menekankan 

pentingnya keadilan sosial dan ekonomi, dengan tujuan agar setiap 

individu dapat menikmati hak yang sama untuk memperoleh rezeki yang 

cukup dan adil. Dalam prinsip ekonomi Islam, salah satu nilai utama 

adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini tercermin dalam 

banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan agar kekayaan tidak berputar 

hanya di kalangan orang kaya dan tidak dimanfaatkan dengan cara yang 

tidak sah. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:282), Allah menegaskan 

larangan untuk mengambil harta secara tidak adil, yang berpotensi 

menyebabkan ketimpangan.
63

 

                                

                             

                                

                                

                              

                                  

                            
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                             

                                 

                               

    

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu 

mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang 

itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak 

mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya 

dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di 

antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang 

kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka 

yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu 

menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, 

untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, 

dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 

merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah 

saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan 

begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, 

hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah 

memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu. 

5. Teori Kemiskinan 

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak 

memiliki cukup sumber daya atau pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan 

akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan dapat 
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bersifat absolut, di mana seseorang hidup di bawah garis kemiskinan 

yang ditetapkan, atau relatif, yang mengacu pada ketidakmampuan untuk 

memenuhi standar hidup yang dianggap layak dalam masyarakat tertentu. 

Kemiskinan juga dapat mencakup faktor-faktor seperti kurangnya akses 

terhadap kesempatan kerja dan kekurangan dalam infrastruktur sosial dan 

ekonomi. 

Menurut Amartya Sen, teori ini menekankan bahwa kemiskinan 

bukan hanya soal kurangnya pendapatan, tetapi juga kurangnya 

kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang layak.
64

 Menurut 

Sen, kemiskinan terjadi ketika orang tidak memiliki "kapabilitas" untuk 

menjalani kehidupan yang berharga. Kapabilitas ini mencakup akses 

terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan dalam 

memilih. Oleh karena itu, determinasi kemiskinan dalam teori ini melihat 

faktor-faktor seperti pendidikan (IPM) dan kesehatan sebagai komponen 

penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. 

Teori modernisasi berpendapat bahwa kemiskinan di negara 

berkembang disebabkan oleh kurangnya pembangunan ekonomi dan 

modernisasi yang lambat.
65

 Sebaliknya, teori ketergantungan 

(Dependency Theory) menyatakan bahwa kemiskinan di negara-negara 

berkembang disebabkan oleh eksploitasi ekonomi oleh negara-negara 

maju. Kedua teori ini dapat digunakan untuk memahami determinasi 

kemiskinan dalam konteks global dan lokal, terutama bagaimana 
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pertumbuhan ekonomi di Bali dapat dipengaruhi oleh dinamika global 

dan nasional.
66

 

Dibandingkan dengan konsep kemiskinan dalam ekonomi 

konvensional, kemiskinan dalam ekonomi Islam lebih bernuansa dan 

lebih sesuai dengan kenyataan. Kemiskinan tidak terbatas pada masalah 

material saja dalam ekonomi Islam; tetapi juga mencakup aspek spiritual. 

Meskipun memiliki beberapa kesamaan dengan ekonomi konvensional 

dalam pemaknaan kemiskinan material, ekonomi Islam menekankan 

dimensi spiritual dan moral yang cenderung luas.
67

 

Kemsikinan menurut Al-Isfahani dan Ibnu Manzur mendefinisikan 

dengan menggambarkan orang-orang yang tidak mampu membeli 

barang-barang yang mereka butuhkan dengan maksud memenuhi 

kebutuhan dasar mereka, dan menjadi miskin akibat dari kelambanan 

mereka. Ketidakmampuan mereka dengan maksud memperoleh sumber 

daya berasal dari kurangnya dorongan, tekad, atau kesempatan dengan 

maksud bertindak. Gagasan ini konsisten dengan pelajaran yang 

diberikan dalam Qur’an Surah Al-Kahfi (79) dalam Al-Quran: 
68
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                       

             

Artinya : “Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin 

yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di 

hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu 

(yang baik) secara paksa.”
69
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Pendekatan penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan atas 

fenomena yang dapat diamati, terukur, konkrit, dan relatif tetap. Tujuan 

penelitian kuantitatif adalah untuk menentukan, mengetahui, serta 

menganalisis dengan menggunakan alat analisis data yang dipilih sesuai 

dengan fenomena sehingga nanti hasilnya digeneralisasikan sesuai hasil 

dengan menggunakan alat analisis data yang dipilih.
70

 Jenis penelitian yang 

dipilih yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian 

untuk menggambarkan, mendeskripsikan secara rinci mengenai fenomena 

yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan data Panel, yaitu gabungan antara data 

runtun waktu (time series) dengan data silang (cross section) semua 

Kabupaten/Kota yang ada di Bali. Penelitian ini menggunakan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Jenis penelitian yang diterapkan adalah 

kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui nilai masing-masing 

variabel, baik satu variabel atau lebih yang bersifat independen, guna 

memperoleh gambaran tentang variabel tersebut.
71
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang memiliki sejumlah 

karakteristik umum dan terdiri dari berbagai bidang yang akan diteliti. 

Dengan kata lain, populasi mencakup seluruh kelompok orang, peristiwa, 

atau barang yang menjadi minat peneliti untuk diteliti.
72

 

Dalam Penelitian ini menggunakan populasi di Provinsi Bali yang 

diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang diambil data 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, ketimpangan 

pendapatan dan tingkat kemiskinan dari tahun 2010-2023. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik 

yang sama dengan populasi tersebut.
73

 Jika populasi terlalu besar sehingga 

peneliti tidak dapat mempelajarinya secara keseluruhan, misalnya karena 

keterbatasan waktu, biaya, atau tenaga, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi penelitian. 

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Non- 

Probability Sampling dengan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh 

adalah teknik yang melibatkan semua anggota populasi sebagai sampel.
74

 

Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota 

populasi dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan sampel semua 
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Kabupaten/Kota yang ada di Bali dengan data cross section data tahunan 

yang digunakan dan data time series dari tahun 2010-2023. Data yang 

digunakan mencakup IPM, pengangguran, Ketimpangan Pendapatan dan 

tingkat kemiskinan. Metode penelitian ini menggunakan metode regresi 

data panel dengan amatan unit individu sebanyak 8 Kabupaten dan 1 Kota 

Provinsi Bali dalam periode waktu tiga belas tahun dari 2010 sampai 

2023. 

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Metode utama dalam proses penelitian adalah pengumpulan data, 

karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dalam 

pengumpulan data perlu diperhatikan untuk relevansi terhadap analisi data 

yang peneliti gunakan. Proses penelitian dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh 

langkah pengumpulan data, kesalahan teknis, proses dan hasil penelitian akan 

dipengaruhi langsung oleh proses pengumpulan data penelitian. Secara umum 

pengumpulan data didefinisikan sebagai proses pengumpulan data untuk 

digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis, perencanaan strategis, 

penelitian, dan tujuan lainnya.
75

 Dengan kata lain, pengumpulan data 

didefinisikan sebagai penggunakaan metode dan instrumen yang telah 

ditentukan dan diuji validitas dan rehabilitasnya. 

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu mengumpulkan data panel dari data BPS Provinsi Bali. 

Dari data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya peneliti akan 
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memilih data yang akan dikelola dalam BPS. Data dalam BPS akan dikelola 

menggunakan alat analisis data yang sudah dipilih oleh peneliti sesuai dengan 

fokus penelitian. 

D. Analisis Data 

Dalam menganalisis determinasi kemiskinan di Provinsi Bali tahun 

2010-2023, peneliti menggunakan metode analisis regresi data panel, yang 

menggabungkan data time series dan cross section. Data time series merujuk 

pada kumpulan data yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu secara 

berkelanjutan, sementara cross section adalah data yang dikumpulkan pada 

titik waktu tertentu.
76

 Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

13 tahun terakhir dari 2010 sampai 2023, dengan jumlah sampel yang 

digunakan yaitu 8 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di bali. 

1. Model Penelitian 

Model analisis menggunakan model Regresi Data Panel sebagai 

berikut: 

Regresi data panel adalah model regresi yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh satu atau beberapa perubahan prediktor terhadap suatu 

perubahan respon dengan struktur yang berupa data panel. Model yang 

digunakan adalah model regresi data panel dengan rumus: 
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Yit = α + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + eit 

Keterangan : 

Y = Kemiskinan 

β1 = Koefisien Regresi Pengangguran 

β2 = Koefisien Regresi Ketimpangan Pendapatan 

β3 = Koefisien Regresi Indeks Pembangunan Manusia  

X1 = Pengangguran  

X2 = Ketimpangan Pendapatan 

X3 = Indeks Pembangunan Manusia 

α = Konstanta 

i = 9 Kabupaten/ Kota Provinsi Bali 

t = Tahun 2010 – 2023  

e = Eror 

2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. 

Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu 

rumit. Berdasarkan pengalaman secara empiris beberapa pakar statistik, 

data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), maka sudah dapat 

diasumsikan berdistribusi normal. Namun untuk memberikan kepastian, 

data yang berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji 

statistik normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa 
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dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang 

banyaknya kurang dari 30 belum tentu berdistribusi normal, untuk itu 

perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang digunakan di 

antaranya Chi-Square, Kolmogorov Smirnov, Liliefors, Shapiro Wilk, 

Jarque Bera.
77

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan apakah model regresi 

terjasi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Pada model regresi dapat dikatakan baik adalah 

homokedastic atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas 

biasanya terjadi pada data cross section, dimana data panel lebih dekat 

ke ciri data cross section  dibandingkan dengan time series biasanya 

terjadi pada data cross section, di mana data panel lebih dekat ke ciri 

data cross section dibandingkan time series.
78

 

c. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menurut Ghozali (2001), bertujuan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antarvariabel independen. Pendeteksian 

multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factors 

(VIF). Kriteria pengujian pada multikolinearitas yaitu apabila nilai VIF 
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< 10 maka tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel 

independen, dan sebaliknya apabila nilai VIF seluruhnya > 10, sehingga 

asumsi model tersebut mengandung multikolinearitas. Multikolinearitas 

perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu 

variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin 

terjadi multikolinearitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering 

digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih bedar dari (4 - dL) maka 

hipotesil nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara dU dan (4 - dU), maka hipotesis nol diterima 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan dL), 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 
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3. Uji Statistik 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji 

signifikasi parameter uji T (secara parsial), uji F (secara simultan) dan 

Koefisien Determinasi (R
2
). 

a. Uji T (secara parsial) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing- 

masing variabel independennya secara parsial terhadap variabel 

dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai 

probabilitas t. 

1) Apabila nilai probabilitas t < taraf signifikansi (0,05), artinya 

variable Kemiskinan (dependen) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variable indeks pembangunan manusia, 

pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (independent) .  

2) Apabila nilai probabilitas t < taraf signifikansi (0,05), artinya 

variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.
79

 

b. Uji F ( secara simultan ) 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien 

regresi berbeda dengan nol atau dengan kata lain bahwa model tersebut 

dapat diterima. Hipotesis yang diuji dari pendugaan persamaan adalah 

variabe; bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. 

Selain itu, Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

                                                 
79

 Adir Nurmansyah, Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-faktor 

yang mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Mandalapres,2019). 



  

 

57 

independen secara serentak terhadap variabel dependen. Uji F dapat 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas F. Apabila nilai prob F 

< taraf signifikansi artinya variable indeks pembangunan manusia 

(IPM), pengangguran dan ketimpangan pendapatan (independent) 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable 

kemiskinan (dependen).
80

Untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terdapat variabel dependen secara bersama-sama, 

menggunakan uji F membuat hipotesis sebagai berikut. 

1) H0: β1 = β2 = 0, artinya variabel IPM, Ketimpangan Pendapata dan 

Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 

2) H0: β1 = β2 = 0, artinya variabel IPM, Ketimpangan Pendapata dan 

Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 

Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai taraf nyata (a) 

yang ditetapkan dan nilai probabilitasnya F-statistiknya. Dari uji F 

dapat diketahui bahwa suatu model dapat diterima atau tidak. Kriteria 

pengujian: 

1) Probability F-statistik < nilai (α = 0,05), maka H0 ditolak dan H1 

diterima 

2) Probability F-statistik > nilai (α = 0,05), maka H0 diterima dan H1 

ditolak. 
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c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk melihat seberapa 

besar kemampuan variabel-variabel independen dalam suatu model 

untuk menjelaskan variabel dependennya. Nilai R
2
 berkisar antara 0 

sampai dengan 1, semakin mendekati 1 maka model semakin baik . 

Apabila nilai R
2
 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Letak Geografis Provinsi Bali 

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. 

Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil antara lain Nusa 

Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Provinsi 

Bali secara keseluruhan memiliki 85 pulau, termasuk yang tidak 

berpenghuni. Provinsi Bali terletak di antara 8338 - 85056 Lintang 

Selatan dan 1142553 - 1154239 Bujur Timur.  

Bali merupakan pulau yang indah dengan panjang garis pantai 

sekitar 633,35 km. Di Pulau Bali terdapat gunung berapi, sungai-sungai, 

dan danau. Keberadaan gunung berapi memberikan kesuburan tanah untuk 

usaha pertanian. Gunung Batur dan Gunung Agung menjadi gunung berapi 

aktif di Pulau Bali, dan gunung tertinggi adalah Gunung Agung dengan 

tinggi 3.148 mdpl yang terletak di Kabupaten Karangasem. Selain itu juga 

terdapat beberapa gunung yaitu Gunung Lempuyang, Gunung Abang, 

Bukit Penulisan, serta terdapat hutan lindung Batukaru dan Taman 

Nasional Bali Barat. Ditengah deretan pegunungan tersebut terdapat 

sumber air berupa empat buah danau yakni Danau Tamblingan, Danau 

Buyan, Danau Beratan dan Danau Batur.
81

 

                                                 
81

 “Letak Geografis Pulau Bali,” Tata Ruang Provinsi Bali, diakses pada 12 November 

2024, https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/  

 

https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/


  

 

60 

Provinsi Bali memiliki luas sekitar 5.636,66      Batas wilayah 

sebelah utara yaitu Laut Bali, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah 

barat Selat Bali, dan sebelah timur Selat Lombok. Kondisi geografis 

wilayah Bali Utara adalah dataran rendah yang sempit. Kondisi tersebut 

sangat berbeda dengan wilayah Bali Selatan. Dataran rendah di Bali 

Selatan menghampar dari Kabupaten Jembrana di barat hingga Kabupaten 

Karangasem di timur, dan wilayah ujung selatan terdapat semenanjung 

yaitu Benoa. Secara administrasi Provinsi Bali terdiri dari sembilan 

kabupaten/kota. 
82

 

Tabel 4. 1 Wilayah Administrasi Provinsi Bali 

No Kabupaten/Kota 

Luas 

Wilayah 

(   ) 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa Lingkungan 

1. Kab. Jembrana 841,80 5 51 248 

2. Kab. Tabanan 839,33 10 131 794 

3. Kab. Badung 418,52 6 62 536 

4. Kab. Gianyar 368,00 7 70 546 

5. Kab. Klungkung 315,00 4 59 244 

6. Kab. Bangli 520,81 4 72 343 

7. Kab. 

Karangasem 

839,54 8 78 581 

8. Kab. Buleleng 1.365,88 9 148 610 

9. Kota Denpasar 127,78 4 43 405 

Provinsi Bali 5.636,66 57 714 4.307 

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019
83

 

2. Keunggulan Wilayah Provinsi Bali 

Penduduk di Pulau Bali sebagian besar merupakan menganut 

agama Hindu. Hampir pada setiap sudut wilayah terdapat pura 
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peribadatan, baik pura besar yang dipakai sebagai tempat upacara bersama 

maupun pura kecil yang ada di setiap rumah. Selain dikenal sebagai Pulau 

Dewata, Bali juga disebut dengan Pulau Seribu Pura. Ritual keagamaan 

yang kentar dapat memengaruhi hampir setiap unsur dan gerak kehidupan 

masyarakat Bali. Sehingga hal tersebut menjadikan Bali tidak hanya 

memiliki pemandangan yang indah tetapi juga kebudayaan yang unik, 

eksotis, dan terjaga. Bali adalah tujuan wisata internasional yang sering 

kali lebih dikenal daripada Indonesia. Bali sebagai tujuan pariwisata utama 

memiliki kekayaan dan keindahan alam, serta keunikan dari seni 

budayanya. Sektor pariwisata menjadi andalan, bukan hanya oleh 

Pemerintah Provinsi Bali, namun seluruh lapisan masyarakat yang 

berharap dari sektor jasa ini.  

Potensi sumber daya alam di Provinsi Bali mencakup kekayaan 

alam diberbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan 

kelautan, pertambangan, kebudayaan dan pariwisata, serta sumber daya 

hutan. Kabupaten Buleleng, Tabanan, Karangasem, Jembrana, Klungkung, 

dan Bangli memiliki sektor unggulan berupa sektor pertanian, perkebunan, 

dan kehutanan. Sektor ini menjadi sektor yang terspesialisasi dan mampu 

untuk dilakukan kegiatan ekspor karena dapat melayani kegiatan di luar 

daerah. Daerah dengan sektor unggulannya yang berupa sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum adalah Kabupaten Badung, Buleleng, dan 
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Kota Denpasar. Hal tersebut didukung oleh keberadaan Kabupaten Badung 

dan Kota Denpasar sebagai destinasi wisata di Provinsi Bali. 
84

 

 
Sumber: Bali Convention Center, 2019
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Gambar 4. 1 Peta Provinsi Bali 

 

B. Penyajian Data 

1. Penyajian Data Wilayah Provinsi Bali 

Penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 

suatu cara untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan 

dalam suatu wilayah atau daerah tertentu selama periode waktu tertentu. 

PDRB adalah salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu 

daerah karena mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah 

tersebut. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga 

konstan, tergantung pada tujuan analisisnya. Penyajian PDRB 
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memberikan gambaran tentang kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap 

perekonomian daerah dan membantu dalam perencanaan pembangunan 

ekonomi yang lebih efektif.
86

 

Tabel 4. 2 PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 

PDRB Lapangan 

Usaha (Seri 2010) 

PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) 

2020 2021 2022 2023 

A. Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

21.269.187,73 21.338.451,58 21.146.432,90 21.022.027,03 

B. Pertambangan 

dan Penggalian 
1.362.771,04 1.363.738,43 1.426.411,88 1.447.479,87 

C. Industri 

Pengolahan 
9.694.782,42 9.701.452,16 10.240.993,51 10.472.563,50 

D. Pengadaan 

Listrik dan Gas 
282.807,27 268.432,56 311.445,52 354.558,01 

E. Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, 

Limbah dan 

Daur Ulang 

337.261,52 323.911,00 322.251,82 333.695,66 

F. Konstruksi 15.856.017,26 15.843.028,75 16.439.958,81 16.589.352,70 

G. Perdagangan 

Besar dan 

Eceran; 

Reparasi Mobil 

dan Sepeda 

Motor 

14.219.219,02 14.016.090,67 14.817.390,21 15.616.978,01 

H. Transportasi 

dan 

Pergudangan 

8.062.814,56 6.638.325,10 8.070.176,32 10.110.816,13 

I. Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

23.902.892,38 21.460.209,09 24.441.901,31 28.391.842,75 

J. Informasi dan 

Komunikasi 
12.375.042,02 12.713.885,43 12.639.579,68 12.858.499,21 

K. Jasa Keuangan 

dan Asuransi 
6.456.680,58 6.244.502,04 6.750.327,70 7.651.310,48 

L. Real Estate 

 
7.504.590,21 7.541.644,84 7.716.792,68 7.756.109,51 

M. N Jasa 

Perusahaan 
1.736.624,24 1.681.047,78 1.824.127,85 1.949.663,11 

O. Administrasi 8.921.600,56 8.987.386,85 8.632.766,73 8.539.731,05 
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Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

P. Jasa Pendidikan 
8.916.706,34 8.987.386,85 8.989.232,81 8.976.159,14 

Q. Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial 4.042.261,33 4.269.264,85 4.314.725,92 4.410.788,71 

R, S, T, U Jasa 

Lainnya 2.557.684,70 2.506.491,91 2.745.881,03 2.965.958,39 

PRODUK 

DOMESTIK 

REGIONAL 

BRUTO 

147.498.943,17 143.871.677,91 150.830.405,67 159.447.578,27 

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024
87

 

 

Berdasarkan data PDRB Provinsi Bali tahun 2020 hingga 2023, 

penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan 

penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 

2021 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, tetapi pada tahun 

2022 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan juga memiliki peranan penting dalam PDRB 

Provinsi Bali. Dapat dilihat bahwa sektor tersebut tetap stabil meskipun 

pada tahun 2020 dan 2021 terdapat pandemi Covid-19. Sehingga selain 

sektor pariwisata, sektor pertanian juga menjadi unggulan untuk 

meningkatkan jumlah PDRB. Sektor konstruksi mengalami 

perkembangan yang pesat dalam penyumbang PDRB Provinsi Bali, 

terutama dalam pembangunan insfrastruktur pariwisata dan perumahan. 
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Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024
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Gambar 4. 2 Data Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 2010 – 

2023 

 

Berdasarkan data diatas pertumbuhan PDRB dari tahun 2011 

hingga 2023, Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. 

Pada tahun 2011 hingga 2019 mengalami pertumbuhan yang stabil. 

Namun pada tahun 2020 mengalami gejolak perekonomian akibat dari 

Pandemi Covid-19, sehingga mengalami pertumbuhan ke arah negatif. 

Dengan adanya upaya pemulihan yang intensif dari pemerintah Provinsi 

Bali, hingga berhasil mengalami angka pertumbuhan yang positif di tahun 

2023. Perekonomian Provinsi Bali yang di dorong oleh sektor pariwisata 

telah pulih dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB ke 

arah yang lebih baik lagi. 
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Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024
89

 

 

Gambar 4. 3 Data Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Tahun 

2010 – 2023 

 

Berdasarkan data persentase kemiskinan Provinsi Bali diatas 

menunjukkan terdapat penurunan yang jangka panjang dari tahun 2011 

hingga 2020. Namun terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 

2021 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Dampak dari Pandemi 

Covid-19 sangat memengaruhi perekonomian Provinsi Bali, yang mana 

sebagian besar penduduknya sangat menggantungkan hidup dari sektor 

pariwisata. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 

dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka penyebaran Covid-19 

menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaannya, sehingga 

mereka tidak memiliki pendapatan. Tetapi pada tahun 2023 terdapat 
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pemulihan ekonomi dan persentase angka kemiskinan mengalami 

penurunan. 

 

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024
90

 

 

Gambar 4. 4 Data Pengangguran Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023 

 

Berdasarkan data pengangguran diatas pada tahun 2011 hingga 

2019 mengalami fluktuasi, namun tidak signifikan. Berkembang pesatnya 

sektor pariwisata di Provinsi Bali, sehingga mendorong sektor-sektor lain 

seperti perdagangan dan konstruksi. Hal tersebut dapat berdampak pada 

angka pengangguran yang terbilang kecil. Pada tahun 2020 terdapat 

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka pengangguran mengalami 

peningkatan yang signifikan. Pandemi Covid-19 menghentikan hampir 

seluruh kegiatan pariwisata, sehingga banyak pekerja yang kehilangan 

pekerjaannya terutama yang dibagian sektor jasa. Pada tahun 2021 hingga 

2023 mengalami pemulihan ekonomi, mulai diberlakukannya kebijakan 

new normal pasca pandemi, meskipun dengan berbagai syarat dan 
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ketentuan. Hal tersebut membuat wisatawan kembali melakukan 

kunjungan ke Bali, sehingga memengaruhi penyerapan tenaga kerja di 

sektor terkait dan dapat menurunkan angka pengangguran. 

 

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024
91

 

Gambar 4. 5 Data Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2010 – 2023 

 

Berdasarkan data gini rasio Provinsi Bali, tahun 2010 hingga 2015 

mengalami peningkatan. Dalam tahun tersebut Bali mengalami 

perkembangan ekonomi yang pesat, terutama pada sektor pariwisata. Hal 

tersebut memunculkan ketidakmerataan pendapatan, karena sektor 

tersebut cenderung menciptakan ketimpangan dengan daerah tingkat 

perkembangan pariwisatanya lebih tinggi, seperti Kota Denpasar dan 

Kabupaten Badung dengan daerah yang lebih terpinggirkan. Daerah-

daerah urban yang lebih berkembang seperti Kota Denpasar dan 

Kabupaten Badung cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi 

dibandingkan daerah-daerah pedesaan. Penurunan perekonomian di 
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Provinsi Bali akibat dari pandemi covid-19 tahun 2020 menyebabkan 

ketimpangan pendapatan menurun untuk sementara, tetapi adanya 

pemulihan ekonomi yang tidak merata membuat ketimpangan kembali 

meningkat pada tahun 2021. Pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami 

penurunan ketimpangan pendapatan, karena pariwisata Bali sudah dibuka 

untuk wisatawan baik domestik maupun mancanegara. 

 
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

92
 

Gambar 4. 6 Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali 

Tahun 2010 – 2023 

 

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia diatas 

menunjukkan bahwa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya bidang 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun pada faktanya terdapat 

ketimpangan antar daerah terkait kualitas kesejahteraan penduduknya. 

Seperti Kabupaten Karangasem tahun 2023 yang menjadi daerah dengan 
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IPM terendah di Provinsi Bali yakni sebesar 68,91, sedangkan Kota 

Denpasar menjadi daerah dengan IPM tertinggi sebesar 84,73. 

C. Analisis Data 

Metode penelitian ini menggunakan analisis data regresi data panel. 

Dimana analisis regresi bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen yang digunakan. 

1. Pemilihan Model Terbaik 

a. Uji Chow 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 18.031045 (8,114) 0.0000 

Cross-section Chi-square 103.033138 8 0.0000 

     
     Sumber: Eviews 12, 2024 

 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang terbaik 

antara (CEM) dengan (FEM) digunakan signifikasi Chow. Hasil uji 

chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan tingkat 

signifikansi sebesar   = 0,05 (5%) maka dapat diputuskan bahwa 

model menggunakan Fixed Effect dikarenakan 0,0000 < 0,05 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak maka diputuskan menggunakan 

model Fixed Effect. 
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b. Uji Hausman 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman 

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 13.098631 3 0.0044 

     
     Sumber: Eviews 12, 2024  

 

Uji ini digunakan untuk menentukan model apakah yang 

akan digunakan FEM atau Random Effect Model (REM) yang paling 

efektif. Uji hausman menunjukkan nilai Probabilitas hitung sebesar 

0.0044 <   (5%), P-Value signifikan Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga metode yang paling tepat digunakan adalah FEM. 

2. Hasil Estimasi FEM 

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, model yang terpilih 

dalam estimasi data panel adalah FEM. Hasil estimasi regresi dengan 

model FEM yang dapat dilihat dari pengaruh pengangguran, ketimpangan 

pendapatan, indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di 

Provinsi Bali tahun 2010 hingga 2023, maka dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Hasil  Estimasi Fixed Effect Model 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 16.97735 1.755550 9.670670 0.0000 

X1 1.240526 0.033532 1.208569 0.0293 

X2 -0.328500 0.000157 -2.083204 0.3950 

X3 -2.101526 0.000232 -6.569852 0.0045 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     Root MSE 0.522680     R-squared 0.795823 
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Mean dependent var 4.887937     Adjusted R-squared 0.885771 

S.D. dependent var 1.625849     S.E. of regression 0.549501 

Akaike info criterion 1.730782     Sum squared resid 34.42251 

Schwarz criterion 2.000904     Log likelihood -97.03927 

Hannan-Quinn 

criter. 1.840524     F-statistic 89.11732 

Durbin-Watson stat 2.331363     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Sumber: Eviews 12, 2024 

 

Y = 16.97735 + 1.240526 X1 – 0.328500 X2 – 2.101526 X3 +     

Berdasarkan hasil analisis pendekatan FEM, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

1. Nilai Intersep (Konstanta) 

Berdasarkan persamaan diatas didapatkan nilai intersep (konstanta) 

sebesar 16.97735 yang berarti bahwa jika nilai dari variabel 

independen pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan indeks 

pembangunan manusia sama dengan nol, maka kemiskinan di Provinsi 

Bali pada tahun 2010 hingga 2023 akan meningkat sebesar 16,97 

persen. 

2. Pengangguran (X1) 

Nilai koefisien variabel pengangguran sebesar 1,240526, artinya 

apabila pengangguran meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan 

kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010 hingga 2023 sebesar 1,24 

persen.  

3. Ketimpangan Pendapatan (X2) 

Nilai koefisien variabel ketimpangan pendapatan sebesar -0,328500, 

artinya apabila ketimpangan pendapatan meningkat 1 persen, maka 



  

 

73 

akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010 hingga 

2023 sebesar 0,33 persen. 

4.  IPM (X3) 

Nilai koefisien variabel IPM sebesar -2,101526, artinya apabila IPM 

meningkat 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan di Provinsi 

Bali tahun 2010 hingga 2023 sebesar 2,10 persen. 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
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Sumber: Eviews 12, 2024 

Gambar 4. 7 Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai probabilitas sebesar 

0.578555, yang artinya nilai probabilitas lebih besar dari   (0,05). 

Maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas 

 X1 X2 X3 

    
    X1  1.000000  0.487491  0.379748 

X2  0.487491  1.000000  0.185986 

X3  0.379748  0.185986  1.000000 
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Sumber: Eviews 12, 2024 

 

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai 

korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,1 dan lebih kecil 

dari 0,9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model data panel tidak 

mengandung unsur multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.564137 6.795709 0.377317 0.7067 

X1 0.019901 0.027143 0.733209 0.4651 

X2 -9.86E-05 0.000122 -0.805874 0.4222 

X3 -0.000259 0.000930 -0.278765 0.7810 

     
     

Sumber: Eviews 12, 2024 

 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui nilai probabilitas 

variabel pengangguran (X1) sebesar 0,4651, variabel ketimpangan 

pendapatan (X2) sebesar 0,4222, dan variabel IPM (X3) sebesar 

0,7810. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas, karena nilai 

probabilitas lebih besar dari   (0,05). 

d. Uji Autokorelasi 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi 

     
     Root MSE 0.522680     R-squared 0.795823 

Mean dependent var 4.887937     Adjusted R-squared 0.885771 

S.D. dependent var 1.625849     S.E. of regression 0.549501 

Akaike info criterion 1.730782     Sum squared resid 34.42251 

Schwarz criterion 2.000904     Log likelihood -97.03927 

Hannan-Quinn 1.840524     F-statistic 89.11732 
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criter. 

Durbin-Watson stat 2.331363     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Sumber: Eviews 12, 2024 

 

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui nilai durbin 

watson sebesar 2,331363, selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan 

nilai tabel durbin watson pada signifikansi 5%. Dengan nilai sampel 

(T) sebesar 126 dan variabel independen (k) yaitu 3, nilai batas bawah 

(dL) 1,6608 dan nilai batas atas (dU) 1,7582. Maka 4 – dU ≤ d ≤ (4 – 

dL). 4 – 1,7582 ≤ 2,431363 ≤ (4 – 1,6608). 2,2418 ≤ 2,331363 ≤ 

2,3392. Artinya tidak terdapat autokorelasi. 

4. Hasil Uji Statistik 

a. Uji F (Simultan) 

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki 

pengaruh atau tidak secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen. Berdasarkan hasil regresi Probabilitas F-(Statistik) sebesar 

0,000000, yang artinya lebih kecil dari nilai   (0,05). Maka 

pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan IPM berpengaruh secara 

simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010 – 2023. 

b. Uji t (Parsial) 

Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa pengangguran memiliki 

probabilitas sebesar 0,0293 atau lebih kecil dari nilai α (0,05) dan 

memiliki koefisien positif, artinya pengangguran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemiskinan. Ketimpangan pendapatan 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3950 atau lebih besar dari nilai α 
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(0,05) dan memiliki koefisien negatif, artinya ketimpangan 

pendapatan yang diukur berdasarkan gini rasio berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. IPM memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,0045 atau lebih kecil dari nilai α (0,05) dan 

memiliki koefisien negatif, artinya IPM berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. 

c. Koefisien Determinasi      

Berdasarkan hasil pengujian, nilai R-Square sebesar 0,795823 yang 

berarti pada model regresi ini pengangguran, ketimpangan 

pendapatan, dan IPM dapat menjelaskan variasi kemiskinan sebesar 

79 persen. Sedangkan 21 persen variasi kemiskinan dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali 

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa pengangguran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti 

ketika terdapat peningkatan pengangguran maka dapat meningkatkan 

jumlah kemiskinan. Sebaliknya ketika pengangguran mengalami 

penurunan maka dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Bali 

tahun 2010 hingga 2023. Berdasarkan data pengangguran di Provinsi Bali 

pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 

sebesar 5,63 persen dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 



  

 

77 

5,37 persen
93

. Hal tersebut dibarengi dengan peningkatan persentase 

jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 menjadi sebesar 4,53 persen 

bahkan pada tahun 2022 naik menjadi 4,57 persen. Pengangguran 

berdampak langsung terhadap kemiskinan, apabila pengangguran tinggi 

akan mendorong peningkatan angka kemiskinan. Pengangguran yang 

tinggi di Provinsi Bali diakibatkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 

2020.
94

  

Perekonomian Provinsi Bali yang sebagian besar bergantung pada 

sektor pariwisata sangat berdampak besar. Menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS) banyaknya wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 

2019 yaitu sebesar 6.275.210, pada tahun 2019 menjadi jumlah kunjungan 

wisatawan asing terbanyak sejak tahun 1969. Pada tahun 2020 berkurang 

manjadi sebesar 1.069.473 dan tahun 2021 hanya menjadi 51
95

. Penutupan 

Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali merupakan salah satu langkah 

yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. 

Penutupan bandara internasional berdampak langsung terhadap 

pendapatan masyarakat Bali yang banyak bergantung pada sektor 

pariwisata. Selain itu, banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) yang bergerak di sektor pariwisata juga mengalami kerugian 

yang sangat besar, seperti transportasi (taksi, rental mobil dan motor, 

ojek), pemandu wisata, dan industri kreatif. Penutupan bandara juga 

                                                 
93
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94
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menyebabkan angka pengangguran meningkat. Banyak masyarakat yang 

sebelumnya bekerja di hotel, restoran, agen perjalanan kehilangan 

pekerjaannya, dan sektor ekonomi lainnya di Bali tidak mampu menyerap 

tenaga kerja dalam jumlah besar. Akibat dari pandemi Covid-19 

menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, sehingga 

menurunkan pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang menurun juga 

menyebabkan turunnya daya beli masyarakat Bali.
96

 

Penelitian ini sesuai dengan Teori David Ricardo yang mengatakan 

bahwa pengangguran dapat terjadi akibat kekakuan dalam struktur pasar 

tenaga kerja. Menurutnya, apabila upah yang ditetapkan diatas tingkat 

keseimbangan pasar, maka akan terdapat surplus tenaga kerja dan 

menyebabkan pengangguran
97

.  

Dan sesuai dengan penelitian oleh Tasya Putri Indra Pranizty, 

Yustirania Septiani yang mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka 

dengan tingkat kemiskinan memiliki pergerakan yang sama. Dimana, 

penurunan pada tingkat pengangguran terbuka akan membuat tingkat 

kemiskinan juga menurun. Penurunan ini disebabkan oleh semakin 

bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, sehingga 

mampu menyerap tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi 

tingkat kemiskinan
98

.  
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Namun tidak sesuai dengan penelitian Fivien Muslihatinningsih 

dan Jainal Abidin yang mengatakan bahwa, tingkat pengangguran terbuka 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 

Jawa Timur. Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang 

sangat erat, jika suatu masyarakat memiliki pekerjaan maka masyarakat 

tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, namun jika di dalam masyarakat 

masih ada yang menganggur, secara otomatis akan mengurangi 

kesejahteraan suatu masyarakat dan akan memengaruhi tingkat 

kemiskinan
99

. 

Islam juga manganjurkan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk 

bekerja dan mengingkari semua kemalasan, sesuai dengan Qur’an surat 

Al-Jumu’ah ayat (10) : 

راً  هَ كَثِي ْ هِ وَاذكُْرُوا اللّٰ لٰوةُ فاَنْ تَشِرُوْا فِِ الَْْرْضِ وَابْ تَ غُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰ فاَِذَا قُضِيَتِ الصَّ
 لَّعَلَّكُمْ تُ فْلِحُوْنَ 

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di 

bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-

banyaknya agar kamu beruntung.”
100

 

 

Perintah ayat diatas menunjukkan bahwa mencari rezeki adalah 

bagian dari ibadah dan sarana untuk memperoleh keberuntungan. Islam 

sangat melarang seseorang untuk menjadi pengangguran. Pengangguran 

adalah masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang tidak 

termanfaatkan, yang dapat disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja 

atau rendahnya kualitas sumber daya manusia.Islam juga manganjurkan 

bahwa setiap manusia diwajibkan untuk bekerja dan mengingkari semua 

kemalasan, sesuai dengan Qur’an surat Al-Jumu’ah ayat (10) : 

                                                 
99
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راً  هَ كَثِي ْ هِ وَاذكُْرُوا اللّٰ لٰوةُ فاَنْ تَشِرُوْا فِِ الَْْرْضِ وَابْ تَ غُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰ فاَِذَا قُضِيَتِ الصَّ
 لَّعَلَّكُمْ تُ فْلِحُوْنَ 

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di 

bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-

banyaknya agar kamu beruntung.”
101

 

 

Perintah ayat diatas menunjukkan bahwa mencari rezeki adalah bagian 

dari ibadah dan sarana untuk memperoleh keberuntungan. Islam sangat 

melarang seseorang untuk menjadi pengangguran. Pengangguran adalah 

masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang tidak 

termanfaatkan, yang dapat disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja 

atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

2. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di 

Provinsi Bali 

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa ketimpangan 

pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, 

yang berarti apabila ketimpangan pendapatan menurun maka tidak dapat 

meningkatkan jumlah kemiskinan, sebaliknya apabila ketimpangan 

pendapatan mengalami kenaikan maka tidak dapat menurunkan jumlah 

kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Menurut data 

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Bali, pada tahun 2023 Kota 

Denpasar memiliki jumlah PDRB sebesar 36.004,30 milyar rupiah, dan 

yang paling besar diantara kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kabupaten 

Badung memiliki jumlah PDRB sebesar 35.554,32 milyar rupiah, 
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Kabupaten Buleleng memiliki jumlah PDRB sebesar 23.231,43 milyar 

rupiah. Ketiga daerah tersebut memiliki jumlah PDRB yang besar di 

Provinsi Bali, sedangkan Kabupaten Bangli menjadi daerah yang memiliki 

PDRB paling kecil di Provinsi Bali, yang hanya sebesar 4.665,10 milyar 

rupiah
102

. Ketidakmerataan PDRB di kabupaten/kota Provinsi Bali 

disebabkan oleh perekonomian yang hanya berpusat di wilayah Bali 

Selatan seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, sehingga wilayah 

lainnya lebih tertinggal. 

Namun berdasarkan data persentase jumlah penduduk miskin Provinsi 

Bali pada tahun 2023, Kabupaten Karangasem memiliki persentase jumlah 

penduduk miskin paling tinggi yakni sebesar 6,56 persen. Sedangkan 

Kabupaten Bangli yang memiliki jumlah PDRB paling kecil, memiliki 

persentase jumlah penduduk miskin sebesar 5,28 persen. Kabupaten 

Buleleng menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah PDRB terbesar 

dan memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang tinggi yakni 

sebesar 5,85 persen
103

. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan 

pendapatan tidak dapat memengaruhi besar kecilnya jumlah penduduk 

miskin di Provinsi Bali. Namun ketimpangan pendapatan dapat 

memperburuk kualitas hidup bagi sebagian besar penduduk terhadap akses 

layanan dasar dan peluang untuk memperbaiki kesejahteraan. 

Ketimpangan pendapatan yang tinggi tetap dapat menjadi permasalahan 
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untuk memperburuk ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kerentanan 

bagi masyarakat yang tidak terlayani dengan baik oleh pertumbuhan 

ekonomi yang ada. 

Penelitian ini sesuai dengan Teori Simon Kuznet yang berpendapat 

bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan 

cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun ketika negara mencapai 

tingkat pembangunan yang lebih tinggi
104

. Dan sesuai dengan penelitian 

Vania Grace Sianturi, M. Syafii, Ahmad Albar Tanjung yang mengatakan 

bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu diiringi dengan penurunan 

ketimpangan pendapatan
105

. Tidak sesuai dengan penelitian Muhammad 

Farhan dan Sugianto yang mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena 

tidak terpenuhinya kebutuhan minimum, ketika kemiskinan berkurang hal 

tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan 

minimumnya. Kebutuhan minimum terpenuhi disebabkan pendapatan 

yang mereka peroleh semakin meningkat. Meningkatnya pendapatan 

masyarakat akan memperkecil perbedaan pendapatan yang diperoleh, 

sehingga ketimpangan pendapatan menurun
106

. 

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dan redistribusi 

kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. 
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Dalam konteks Bali, yang sebagian besar bergantung pada sektor 

pariwisata, ketimpangan yang tinggi dapat berakibat pada tingginya angka 

kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat yang bekerja di sektor yang 

terdampak pandemi sesuai dengan Surah Al- Baqarah (177): 

                            

                             

                              

                              

                         

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah 

timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang 

beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-

nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, 

orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba 

sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila 

berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa 

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah 

orang-orang yang bertakwa. 

 

 Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk 

menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan ekonomi untuk 

memastikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh umat. 

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap 

Kemiskinan Di Provinsi Bali 

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa IPM berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti apabila penurunan IPM 

maka dapat meningkatkan jumlah kemiskinan, sebaliknya apabila 
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peningkatan IPM maka dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi 

Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Pembangunan IPM sangat berperan 

dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Provinsi Bali. Menurut data 

IPM Provinsi Bali, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini 

disebabkan tingginya kualitas hidup masyarakat Bali. Peningkatan 

kesejahteraan di Bali disebabkan oleh sektor pariwisata yang memainkan 

peran besar dalam perekonomian, program pelatihan yang dapat 

meningkatkan keterampilan dalam sektor-sektor seperti perhotelan dan 

pariwisata sangat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 

Berdasarkan data IPM Kota Denpasar tahun 2023 sebesar 84,73, 

Kabupaten Badung sebesar 83,08, Kabupaten Gianyar sebesar 79,24, dan 

Kabupaten Bangli menjadi daerah dengan IPM terendah di Provinsi Bali 

yakni sebesar 68,91. Pada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tercatat 

memiliki IPM berkategori “sangat tinggi”, sedangkan enam kabupaten 

berkategori “tinggi”, dan satu kabupaten berkategori “sedang”
107

.   

Penelitian ini sesuai dengan Ida dan Aji Prakoso yang mengatakan 

bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk 

mengklasifikasikan negara sebagai negara maju, berkembang, atau 

terbelakang, serta untuk mengevaluasi keberhasilan program sosial dan 

ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kondisi kehidupan 

masyarakat
108

. Sesuai dengan penelitian Fivien Muslihatinningsih dan 
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Jainal Abidin yang mengatakan bahwa upaya penurunan tingkat 

kemiskinan harus dilakukan secara beriringan dengan upaya peningkatan 

pembangunan manusia karena kapasitas manusia merupakan faktor 

penentu kemampuan seseorang untuk membebaskan diri dari perangkap 

kemiskinan
109

. Namun tidak sesuai dengan penelitian Iqbal, Maisyuri, 

Fauzan, Shalawati, dkk yang mengatakan bahwa IPM diindikasikan tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan. Meskipun ekonomi tumbuh dan 

menghasilkan sumber daya, namun sumber daya tersebut tidak dapat 

digunakan untuk meningkatkan indikator lain. Selain itu, struktur dan 

proses sosial tidak memberikan manfaat bagi penurunan tingkat 

kemiskinan
110

. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) juga sangat penting karena mencerminkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan 

dalam Al-Qur’an. Surah Ar-Ra’d ayat (11): 

   قِّبٰت   ه  ل ن    هُع  ي ه   ب ي ن   هِّ ن   ي د  ه  ل ف ه   و  ن ه   خ  ف ظىُ  ن   ي ح  ر   ه     ا ه 
ا ن   اّللٰ  ۗ   

يِّرُ  ل   اّللٰ ا يغُ  م   ه   ب ق ى 

ى تّٰ ا ح  يِّرُو  ا يغُ  ن    ه  ه  ا   ب ا ن فسُ  ا ذ  اد   و  ُ  ا ر 
م   اّللٰ ءًا ب ق ى  د   ف ل   سُى ْۤ ر  ا ل ه   ه  ه  و  ن   ل هنُ   ۗ  ن ه  دُ  هِّ ن   و   ه 

ال    و            

Artinya:“ Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya 

secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 

hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah 
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menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat 

menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia 

.”
111

 

Dalam kandungan ayat ini menegaskan bahwa perubahan dalam 

kehidupan manusia termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan 

kesejahteraan bergantung pada upaya individu dan masyarakat dalam 

memperbaiki kualitas hidup mereka. Dalam konteks ekonomi Islam, IPM 

mencakup tiga aspek utama yakni pendidikan, kesehatan, dan standar 

hidup yang layak. Ketiga aspek ini penting untuk memastikan bahwa 

masyarakat dapat berkembang secara holistik, yang juga menjadi tujuan 

utama dalam pembangunan ekonomi Islam.
112

 

4. Pengaruh Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali 

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa pengangguran, 

ketimpangan pendapatan, dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Pengangguran 

merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap 

kemiskinan. Apabila pengangguran tinggi, maka banyak masyarakat yang 

tidak mempunyai pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dasar mereka. Kondisi tersebut dapat meningkatkan jumlah penduduk 

miskin, karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengakses 

pendidikan, layanan kesehatan, atau bahkan kebutuhan primer. Menurut 
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data banyaknya pengangguran di Provinsi Bali tahun 2022 sebanyak 

131.469 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 72.421 jiwa
113

. Jumlah 

pengangguran mengalami penurunan yang sangat besar. Hal tersebut 

karena pemulihan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi covid-19. 

Meskipun jumlah pengangguran mengalami penurunan, tetap pentingnya 

untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi 

kemiskinan. 

Ketimpangan pendapatan yang merujuk pada distribusi pendapatan 

yang tidak merata pada masyarakat. Ketika ketimpangan pendapatan yang 

tinggi, maka sebagian besar kekayaan terpusat pada segelintir orang. 

Sementara itu, banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat 

terbatas. Hal tersebut dapat memperburuk kemiskinan, karena individu 

kelas bawah akan semakin sulit untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. 

Menurut data gini rasio menurut kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2023. 

Kabupaten Tabanan memiliki gini rasio senilai 0,3470, Kota Denpasar 

senilai 0,3420, dan Kabupaten Klungkung senilai 0,3380. Dari data 

tersebut diartikan bahwa ketidakmerataan pendapatan yang diterima oleh 

setiap individu sangat tinggi pada tiga daerah tersebut. Namun pada 

Kabupaten Bangli memiliki gini raiso senilai 0,2820 dan Kabupaten 

Badung senilai 0,2800. Kedua daerah tersebut memiliki gini rasio paling 

sedikit di antara daerah lainnya di Provinsi Bali
114

.  
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Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan pada suatu negara, berdasarkan pendidikan, 

kesehatan, dan pendapatan. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka 

semakin baik kualitas hidup masyarakat. Artinya lebih sedikit masyarakat 

yang terperangkap dalam kemiskinan. Menurut data IPM di Provinsi Bali 

tahun 2022 sebesar 76,44 poin, tahun 2023 sebesar 77,10 poin
115

. 

Peningkatan IPM diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan, sebab 

IPM yang rendah mencerminkan kurangnya akses terhadap pendidikan 

yang berkualitas dan layanan kesehatan. Rendahnya peluang kerja dan 

tingkat pendapatan yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan 

masyarakat terjebak dalam kemiskinan. 

Pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan IPM mempunyai 

hubungan dengan kemiskinan. Pengangguran menyebabkan hilangnya 

sumber pendapatan, ketimpangan pendapatan memperburuk pemerataan 

distribusi kesejahteraan, dan IPM rendah mencerminkan terbatasnya akses 

terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Semua faktor tersebut 

saling memengaruhi dan dapat memperburuk kemiskinan di Provinsi Bali. 

Pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, 

sementara ketimpangan pendapatan menghambat akses pendidikan dan 

kesehatan, sehingga dapat memperburuk pengangguran dan meningkatkan 

kemiskinan. IPM yang rendah dapat memperburuk kondisi ekonomi dan 

sosial masyarakat, meningkatkan ketimpangan pendapatan, serta tingkat 
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pengangguran. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rekha Alfionika, 

Yulmardi, Hardiani yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil regresi data 

panel dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran, tingkat pendidikan, dan TPAK secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
116

. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan dan penurunan 

kemiskinan merupakan hasil dari sinergi antara pembangunan manusia, 

pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan kesempatan kerja yang 

memadai. Ketiga indikator ini saling terkait dan harus dicapai dengan cara 

yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu keadilan sosial, tanggung jawab, 

dan distribusi kekayaan yang merata. Oleh karena itu, pengentasan 

kemiskinan dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada 

pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan kualitas hidup masyarakat 

yang diwujudkan melalui peningkatan IPM dan pengurangan angka 

pengangguran . Dengan ketiganya berjalan seiring, tujuan untuk mencapai 

masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh dan memenuhi prinsip-

prinsip syariah dapat terwujud, sehingga kemiskinan dapat ditekan secara 

signifikan.
117
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BAB V  

SARAN DAN PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari analisis regresi data panel diketahui bahwa variabel pengangguran 

yang dihitung berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka memiliki 

nilai probabilitas 0,0293 atau kurang dari nilai   (0,05) dan memiliki 

koefisien positif. Artinya pengangguran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 

2023. Apabila peningkatan pengangguran dapat mendorong peningkatan 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Tingginya angka 

pengangguran akan menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan. 

2. Dari analisis regresi data panel diketahui bahwa variabel ketimpangan 

pendapatan yang dihitung berdasarkan data gini rasio memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,3950 atau lebih besar dari nilai   (0,05) dan 

memiliki koefisien negatif. Artinya ketimpangan pendapatan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 

Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Apabila jumlah ketimpangan 

pendapatan mengalami penurunan, maka tidak dapat mendorong 

peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Karena 

kemiskinan dapat teratasi tanpa mengurangi ketimpangan distribusi 

pendapatan yang terjadi di masyarakat. 
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3. Dari analisis regresi data panel diketahui bahwa variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0045 

atau lebih kecil dari nilai   (0,05) dan memiliki koefisien negatif. 

Artinya IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Provinsi Bali pada tahun 2010 hingga 2023. Apabila peningkatan nilai 

IPM maka dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. 

Ketika masyarakat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, 

sehingga akan meningkatkan kesejahteraan hidup. 

4. Dari analisis regresi data panel diketahui bahwa berdasarkan uji F 

(simultan) nilai Probabilitas F-(Statistik) sebesar 0,000000 atau lebih 

kecil dari   (0,05). Artinya variabel pengangguran, ketimpangan 

pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan 

berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2010 

hingga 2023.   

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan, 

sehingga dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Tingginya angka pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara 

jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada Provinsi 

Bali yang bergantung pada sektor pariwisata, sehingga diperlukan 

disversifikasi sektor ekonomi untuk membuka lapangan usaha yang baru 

seperti pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta 

industri kreatif dan ekonomi digital. 
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2. Mengatasi ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali diperlukan 

kebijakan yang mengedepankan pemerataan kesempatan ekonomi dan 

pembangunan bagi semua daerah. Peningkatan kualitas pendidikan dan 

pelatihan keterampilan, pengembangan instrastruktur yang merata, serta 

pemberdayaan UMKM dan sektor ekonomi berbasis lokal akan 

memainkan peran kunci dalam mengurangi permasalahan ketimpangan. 

3. Meningkatkan IPM di Provinsi Bali akan mendorong kualitas hidup yang 

lebih baik, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan menciptakan 

peluang ekonomi yang lebih luas. Kebijakan yang dapat diterapkan yaitu 

peningkatan akses kualitas layanan kesehatan. Memperbaiki sistem 

pendidikan dan pelatihan keterampilan seperti memberikan fasilitas 

pendidikan yang merata dan program beasiswa, serta memberikan 

pelatihan keterampilan kerja. Peningkatan insfastruktur dan aksesbilitas 

untuk semua wilayah di Provinsi Bali. Dengan beberapa kebijakan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

dapat mengurangi jumlah kemiskinan. 
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Lampiran 1 : Matriks Penelitian 

MATRIKS PENELITIAN 

Judul Variabel 

Penelitian 

Indikator Sumber Data Metodologi Penelitian Rumusan Masalah 

Determinasi 

Kemiskinan Di 

Provinsi Bali 

Tahun 2010-

2023  

1. Penganggur

an  (X1) 

2. Ketimpanga

n 

Pendapatan 

(X2) 

3. Indeks 

Pembangun

an Manusia 

(X3)  

4. Kemiskinan 

(Y) 

Indikator 

Pengangguran : 

1. Data Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

 

Indikator 

Ketimpangan 

Pendapatan : 

1. Data Rasio 

Gini 

 

Indikator IPM : 

1. Data Indeks 

Pembangunan 

Manusia  

 

Indikator 

Kemiskinan : 

1. Data 

Jumlah 

penduduk 

1. Data 

Sekunder:  

BPS Provinsi 

Bali dari 

Pengangguran, 

Ketimpangan 

Pendapatan, 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia dan 

Kemiskinan 

Tahun 2010-

2023 

1. Metode Penelitian: 

Kuantitatif 

2. Jenis 

Penelitian:Kuantitatif 

Deskriptif 

3. Variabel Penelitian 

a. Variabel Terikat (Y) 

1) Kemiskinan 

b. Variabel Bebas (X) 

1) Pengangguran 

2) Ketimpangan 

Pendapatan 

3) Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

4. Jenis dan Sumber Data: 

Sekunder, Time Series 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data sekunder BPS 

yang diolah 

b. Kajian Kepustakaan 

dari jurnal, buku, 

1. Apakah 

pengangguran 

berpengaruh 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Bali 

tahun 2010-2023? 

2. Apakah 

ketimpangan 

pendapatan 

berpengaruh 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Bali 

tahun 2010-2023? 

3. Apakah indeks 

pembangunan 

manusia 

berpengaruh 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Bali 



101 

miskin website, skripsi, dan 

penelitian terdahulu 

6. Analisis Data :

a. Regresi Data Panel

tahun 2010-2023? 

4. Apakah

pengangguran,

ketimpangan

pendapatan, dan

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

berpengaruh

secara simultan

terhadap

kemiskinan di

Provinsi Bali

tahun 2010-2023?
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Lampiran 2 : Pernyataan Surat Keaslian Tulisan 
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Lampiran 3 : Jurnal Kegiatan Penelitian 

 

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN  

Nama    : Dwi Oktavia 

Nim    : 214105020008 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Judul Penelitian : Determinasi Kemiskinan Di Provinsi Bali  

Tahun 2010-2023 

 

No Tanggal Kegiatan 

1.  26  Agustus 2024 Penyusunan Proposal Penelitian  

2. 2 - 20 September 2024 Revisi Proposal Penelitian 

3. 20 September 2024 ACC Seminar Proposal 

4. 29 Oktober 2024 Ujian Seminar Proposal 

5. 1 November 2024 Penyerahan Surat Izin Penelitian 

6. 2 November 2024 Analisis Data 

7. 5 - 20 November 2024 Bimbingan Skripsi 

8. 21 November 2024 ACC Skripsi 
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Lampiran 4 : Hasil Analisis Data 

 

Hasil Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 18.031045 (8,114) 0.0000 

Cross-section Chi-square 103.033138 8 0.0000 

     
      

Hasil Uji Hausman 

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 13.098631 3 0.0044 

     
      

Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 16.97735 1.755550 9.670670 0.0000 

X1 1.240526 0.033532 1.208569 0.0293 

X2 -0.328500 0.000157 -2.083204 0.3950 

X3 -2.101526 0.000232 -6.569852 0.0045 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     Root MSE 0.522680     R-squared 0.795823 

Mean dependent var 4.887937     Adjusted R-squared 0.885771 

S.D. dependent var 1.625849     S.E. of regression 0.549501 

Akaike info criterion 1.730782     Sum squared resid 34.42251 

Schwarz criterion 2.000904     Log likelihood -97.03927 

Hannan-Quinn 

criter. 1.840524     F-statistic 89.11732 

Durbin-Watson stat 2.331363     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

  



  

 

105 

Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2023

Observations  126

Mean       1.41e-17

Median  -0.012920

Maximum  1.683543

Minimum -1.465509

Std. Dev.   0.524767

Skewness    0.018637

Kurtos is    3.455056

Jarque-Bera  1.094442

Probabi l i ty  0.578555

 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 X1 X2 X3 

    
    X1  1.000000  0.487491  0.379748 

X2  0.487491  1.000000  0.185986 

X3  0.379748  0.185986  1.000000 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.564137 6.795709 0.377317 0.7067 

X1 0.019901 0.027143 0.733209 0.4651 

X2 -9.86E-05 0.000122 -0.805874 0.4222 

X3 -0.000259 0.000930 -0.278765 0.7810 

     
     

 

Hasil Uji Autokorelasi 

     
     Root MSE 0.522680     R-squared 0.795823 

Mean dependent var 4.887937     Adjusted R-squared 0.885771 

S.D. dependent var 1.625849     S.E. of regression 0.549501 

Akaike info criterion 1.730782     Sum squared resid 34.42251 

Schwarz criterion 2.000904     Log likelihood -97.03927 

Hannan-Quinn 

criter. 1.840524     F-statistic 89.11732 

Durbin-Watson stat 2.331363     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Lampiran 5 : Data Penelitian 

Nama Kabupaten Tahun Y X1 X2 X3 

Kab. Jembrana 2010 8,11 2,54 0,2575 66,70 

Kab. Jembrana 2011 6,56 3,54 0,4020 68,00 

Kab. Jembrana 2012 5,74 1,97 0,3706 67,94 

Kab. Jembrana 2013 5,56 3,46 0,3710 68,39 

Kab. Jembrana 2014 5,83 2,95 0,3863 68,67 

Kab. Jembrana 2015 5,84 1,59 0,3079 69,66 

Kab. Jembrana 2016 5,33 - 0,3627 70,38 

Kab. Jembrana 2017 5,38 0,67 0,3170 70,72 

Kab. Jembrana 2018 5,20 1,41 0,3272 71,65 

Kab. Jembrana 2019 4,88 1,44 0,2903 72,35 

Kab. Jembrana 2020 4,51 4,52 0,3531 72,36 

Kab. Jembrana 2021 5,06 4,11 0,3170 72,75 

Kab. Jembrana 2022 5,30 3,94 0,3260 73,58 

Kab. Jembrana 2023 4,96 2,52 0,3260 74,04 

Kab. Tabanan 2010 6,96 1,07 0,2596 70,68 

Kab. Tabanan 2011 5,62 2,80 0,3648 71,00 

Kab. Tabanan 2012 4,90 2,18 0,3473 71,69 

Kab. Tabanan 2013 5,21 0,80 0,3862 72,31 

Kab. Tabanan 2014 5,61 2,25 0,4026 72,68 

Kab. Tabanan 2015 5,52 1,73 0,3557 73,54 

Kab. Tabanan 2016 5,00 - 0,3444 74,19 

Kab. Tabanan 2017 4,92 1,79 0,3180 74,86 

Kab. Tabanan 2018 4,46 1,45 0,3249 75,45 

Kab. Tabanan 2019 4,21 1,29 0,3080 76,16 

Kab. Tabanan 2020 4,27 4,21 0,3239 76,17 

Kab. Tabanan 2021 5,12 3,94 0,3110 76,45 

Kab. Tabanan 2022 5,18 3,83 0,2990 76,75 

Kab. Tabanan 2023 4,70 2,64 0,3470 77,43 

Kab. Badung 2010 3,23 1,25 0,2864 75,84 

Kab. Badung 2011 2,62 2,28 0,3385 77,00 

Kab. Badung 2012 2,16 1,67 0,3258 77,26 

Kab. Badung 2013 2,46 0,80 0,3468 77,63 

Kab. Badung 2014 2,54 0,48 0,3404 77,98 

Kab. Badung 2015 2,33 0,34 0,3147 78,86 

Kab. Badung 2016 2,06 - 0,3151 79,80 

Kab. Badung 2017 2,06 0,48 0,3190 80,54 

Kab. Badung 2018 1,98 0,46 0,3392 80,87 

Kab. Badung 2019 1,78 0,40 0,3244 81,59 

Kab. Badung 2020 2,02 6,92 0,3167 81,60 
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Kab. Badung 2021 2,62 6,93 0,3320 81,63 

Kab. Badung 2022 2,53 6,87 0,3160 82,13 

Kab. Badung 2023 2,30 2,72 0,2800 83,08 

Kab. Gianyar 2010 6,68 2,36 0,2717 71,45 

Kab. Gianyar 2011 5,40 2,11 0,3279 72,00 

Kab. Gianyar 2012 4,69 1,81 0,3362 73,36 

Kab. Gianyar 2013 4,27 2,23 0,3254 74,00 

Kab. Gianyar 2014 4,57 1,43 0,3774 74,29 

Kab. Gianyar 2015 4,61 1,93 0,3249 75,03 

Kab. Gianyar 2016 4,44 - 0,3049 75,70 

Kab. Gianyar 2017 4,46 1,02 0,2682 76,09 

Kab. Gianyar 2018 4,19 1,61 0,3050 76,71 

Kab. Gianyar 2019 3,88 1,46 0,2866 77,14 

Kab. Gianyar 2020 4,08 7,53 0,3171 77,36 

Kab. Gianyar 2021 4,85 6,90 0,3330 77,70 

Kab. Gianyar 2022 4,70 6,78 0,3070 78,39 

Kab. Gianyar 2023 4,47 2,96 0,3170 79,24 

Kab. Klungkung 2010 7,58 3,59 0,2857 66,01 

Kab. Klungkung 2011 6,10 2,35 0,3777 67,00 

Kab. Klungkung 2012 5,37 2,09 0,3473 67,64 

Kab. Klungkung 2013 7,01 2,08 0,3599 68,08 

Kab. Klungkung 2014 7,01 1,94 0,3543 68,30 

Kab. Klungkung 2015 6,91 1,39 0,3695 68,98 

Kab. Klungkung 2016 6,35 - 0,3601 69,31 

Kab. Klungkung 2017 6,29 0,94 0,3714 70,13 

Kab. Klungkung 2018 5,86 1,47 0,3915 70,90 

Kab. Klungkung 2019 5,40 1,57 0,3847 71,71 

Kab. Klungkung 2020 4,87 5,42 0,3575 71,73 

Kab. Klungkung 2021 5,64 5,35 0,3460 71,75 

Kab. Klungkung 2022 6,07 1,96 0,3510 72,55 

Kab. Klungkung 2023 5,61 1,29 0,3380 73,11 

Kab. Bangli 2010 6,41 0,65 0,2217 63,43 

Kab. Bangli 2011 5,16 0,81 0,2678 64,00 

Kab. Bangli 2012 4,52 0,90 0,3053 64,53 

Kab. Bangli 2013 5,45 0,77 0,3073 65,47 

Kab. Bangli 2014 5,86 0,87 0,3285 65,75 

Kab. Bangli 2015 5,73 1,72 0,3838 66,24 

Kab. Bangli 2016 5,22 - 0,3537 67,03 

Kab. Bangli 2017 5,23 0,48 0,3005 68,24 

Kab. Bangli 2018 4,89 0,81 0,3126 68,96 

Kab. Bangli 2019 4,44 0,75 0,2744 69,35 
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Kab. Bangli 2020 4,19 1,86 0,2829 69,38 

Kab. Bangli 2021 5,09 1,80 0,2850 69,37 

Kab. Bangli 2022 5,28 0,76 0,2880 70,26 

Kab. Bangli 2023 5,28 0,75 0,2820 70,79 

Kab. Karangasem 2010 7,95 2,82 0,2325 60,58 

Kab. Karangasem 2011 6,43 2,70 0,2916 62,00 

Kab. Karangasem 2012 5,63 1,31 0,2877 62,95 

Kab. Karangasem 2013 6,88 1,39 0,3293 63,70 

Kab. Karangasem 2014 7,30 2,06 0,3371 64,01 

Kab. Karangasem 2015 7,44 2,15 0,3089 64,68 

Kab. Karangasem 2016 6,61 - 0,2930 65,23 

Kab. Karangasem 2017 6,55 0,72 0,3232 65,57 

Kab. Karangasem 2018 6,28 1,03 0,3393 66,49 

Kab. Karangasem 2019 6,25 0,62 0,3125 67,34 

Kab. Karangasem 2020 5,91 2,42 0,3268 67,35 

Kab. Karangasem 2021 6,78 0,11 0,3180 67,36 

Kab. Karangasem 2022 6,98 3,09 0,2970 68,28 

Kab. Karangasem 2023 6,56 2,61 0,3370 68,91 

Kab. Buleleng 2010 7,35 3,26 0,2557 66,98 

Kab. Buleleng 2011 5,93 3,28 0,3434 68,00 

Kab. Buleleng 2012 5,19 3,13 0,3330 68,29 

Kab. Buleleng 2013 6,31 2,15 0,3755 68,83 

Kab. Buleleng 2014 6,79 2,74 0,3931 69,19 

Kab. Buleleng 2015 6,74 2,04 0,3373 70,03 

Kab. Buleleng 2016 5,79 - 0,3360 70,65 

Kab. Buleleng 2017 5,74 2,41 0,3086 71,11 

Kab. Buleleng 2018 5,36 1,88 0,3446 71,70 

Kab. Buleleng 2019 5,19 3,12 0,2847 72,30 

Kab. Buleleng 2020 5,32 5,19 0,2851 72,55 

Kab. Buleleng 2021 6,12 5,38 0,2820 72,56 

Kab. Buleleng 2022 6,21 5,20 0,2810 73,45 

Kab. Buleleng 2023 5,85 3,60 0,3140 73,97 

Kota Denpasar 2010 2,21 6,57 0,2950 79,19 

Kota Denpasar 2011 1,79 4,56 0,3399 80,00 

Kota Denpasar 2012 1,52 2,57 0,4248 80,45 

Kota Denpasar 2013 2,07 2,72 0,3638 81,32 

Kota Denpasar 2014 2,21 2,32 0,3809 81,65 

Kota Denpasar 2015 2,39 3,54 0,3589 82,24 

Kota Denpasar 2016 2,15 - 0,3307 82,58 

Kota Denpasar 2017 2,27 2,63 0,3414 83,01 

Kota Denpasar 2018 2,24 1,87 0,3422 83,30 
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Kota Denpasar 2019 2,10 2,29 0,3473 83,68 

Kota Denpasar 2020 2,14 7,62 0,3301 83,93 

Kota Denpasar 2021 2,96 7,02 0,3750 84,03 

Kota Denpasar 2022 2,97 5,08 0,3680 84,37 

Kota Denpasar 2023 2,68 2,85 0,3420 84,73 

 

Keterangan:  

Y =  Data Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali 

X1 = Data Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali 

X2 = Data Gini Rasio Provinsi Bali 

X3 = Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali 
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Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan 
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Lampiran 9 : Surat Lulus Plagiasi 
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Lampiran 10 : Biodata Penulis  
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